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SAMBUTAN DIREKTUR EKSEKUTIF
KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIH (KNKS)

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sega-
la puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-
Nya kepada kita sekalian. Shalawat dan salam teruntuk
Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, dan para sa-
habatnya.

Ventje Rahardjo Soedigno

Direktur Eksekutif
Komite Nasional Keuangan Syariah — Keyangan mikro syariah merupakan suatu terobosan

baru dalam pendekatan pembangunan ekonomi yang

dimaksudkan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat berpenghasilan ren-
dah yang belum tersentuh produk dan jasa keuangan (unbankable). Melalui
pembukaan akses kepada produk dan jasa keuangan, keuangan mikro syariah
dapat berperan strategis dalam pemberdayaan masyarakat dan penanggulan-
gan kemiskinan. Di Indonesia, berkembang konsep dan spirit keuangan mikro
syariah khas Indonesia yang disebut dengan Baitul Maal wat Tamwil atau biasa
disingkat dengan BMT. Konsep dan Spirit BMT ini diakui sebagai lembaga ke-
uangan mikro syariah yang lahir di Indonesia dengan berbagai ciri dan kekhasan
tersendiri. Dalam perkembangannya, konsep dan semangat keuangan mikro
syariah berbentuk BMT ini bertransformasi menjadi entitas utama dan ujung
tombak keuangan mikro syariah, dengan sistem yang paling sesuai dengan mas-
yarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Seiring dengan perkembangan reg-
ulasi di Indonesia, konsep dan spirit BMT ini bertransformasi dan diakomodir
badan hukum serta badan usaha nya dibawah regulasi dan pengawasan Kemen-
terian Koperasi dan UKM yang dikenal sebagai Koperasi/Unit Simpan Pinjam dan
Pembiayaan Syariah (KSPPS/USPPS) dan sebagian kecil dibawah regulasi dan
pengawasan dari otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dikenal sebagai Lembaga
Keuangan Mikro Syariah (LKMS).

Dalam melaksanakan perannya tersebut, institusi keuangan mikro syariah, baik
yang berbentuk KSPPS ataupun LKMS masih menghadapi beberapa tantangan
besar. Tantangan tersebut antara lain dipengaruhi dari aspek makro seperti ka-
burnya lanskap keuangan mikro syariah di Indonesia, belum tersedianya model
infrastruktur keuangan mikro syariah yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan
keuangan, tumpang tindihnya regulasi pendukung, perlunya penguatan otori-
tas terkait, masih kurangnya inklusi keuangan, kurangnya dukungan pendanaan,
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masih belum intens nya koordinasi antar-pemangku kepentingan dan antar-pela-
ku industri, serta terbatasnya sumber daya insani yang mumpuni dalam pema-
haman keuangan mikro syariah.

Oleh karena itu, dalam rangka mendorong pengembangan Institusi Keuangan
Mikro Syariah di Indonesia, khususnya KSPPS/USPPS dan LKMS, baik secara
praktik maupun kelembagaan, dan untuk mendukung tujuan utama dari had-
irnya keuangan mikro syariah di Indonesia, diperlukan kebijakan-kebijakan strat-
egis, terintegrasi, serta saling menguatkan. Rekomendasi kebijakan ini berisi
gambaran yang jelas mengenai lanskap keuangan mikro syariah secara umum
dan gambaran kelembagaan (termasuk kondisi isu dan tantangan yang dihadapi)
serta kerangka pengembangan dan penguatannya

Keberadaan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang langsung dipimp-
in oleh Presiden menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk
berkoordinasi dan bersinergi memajukan keuangan syariah di Indonesia. KNKS
memiliki fungsi mempercepat, memperluas, dan memajukan keuangan syariah
dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional. Sesuai fungsinya
tersebut, KNKS akan bekerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan ke-
uangan mikro syariah di Indonesia, baik itu regulator, asosiasi, maupun pelaku
keuangan mikro syariah di lapangan untuk membuat dan melaksanakan lang-
kah-langkah strategis untuk mempercepat penguatan dan pengembangan ke-
uangan mikro syariah di Indonesia.

Buku Rekomendasi Kebijakan: Stragitegi Pengembangan Keuangan Mikro Syari-
ah di Indonesia ini disusun untuk mengintegrasikan para pihak yang terkait den-
gan pengembangan intitusi keuangan mikro syariah di Indonesia. Selain itu, buku
ini juga memuat program pengembangan keuangan mikro syariah yang meru-
pakan jawaban dari berbagai tantangan yang selama ini dihadapi dalam men-
dorong pertumbuhan dan peran serta keuangan mikro syariah dalam penang-
gulangan kemiskinan dan menjaga sustainabilitas atau keberlanjutan institusi.
Buku ini juga merupakan sebuah dokumen yang bersifat dinamis menyesuaikan
berbagai perkembangan dan masukan dari pemangku kepentingan. Keberadaan
buku ini diharapkan dapat memenuhi ekspektasi industri dan seluruh pemangku
kepentingan pengembangan keuangan mikro syariah di Indonesia.
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Semoga Allah SWT memberikan kemampuan bagi kita dalam mengimplemen-
tasikan setiap rekomendasi kebijakan yang telah disusun sehingga keuangan
mikro syariah tumbuh semakin besar dan sehat serta dapat menjadi kontribu-
tor utama bagi perekonomian Indonesia dan solusi dalam penyelesaian masalah
kemiskinan. Aamiin yaa Rabbal Aalamiin.

Direktur Eksekutif
Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS)

Ventje Rahardjo



r -
A L
T ™

Komite Nasional Keuangan Syariah




Strategi Pengembangan
9 Keuangan Mikro Syariah
di Indonesia

SAMBUTAN DIREKTUR KEUANGAN INKLUSIF,
DANA SOSIAL KEAGAMAAN, DAN KEUANGAN
MIKRO SYARIAH

KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH

Alhamdulillahi rabbal alamin kami haturkan kepada Al-
lah SWT atas terbitnya buku Rekomendasi Kebijakan:

= Strategi Pengembangan Keuangan Mikro Syariah di In-
Ahmad Juwaini donesia. Shalawat dan salam semoga selalu tersampai-

Direktur Keuangan Inklusif, Dana

Sosial Keagamaan, dan kevangan  K@n kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya,

Mikro Syariah
Komite Nasional Keuangan Syariah d an pa rasa h a bat nya .

Peran ekonomi dan keuangan mikro bagi perekonomian Indonesia sudah tidak
diragukan lagi. UMKM, sebagai contohnya, mampu menyerap tenaga kerja hing-
ga lebih dari 90% angkatan tenaga kerja nasional dan berkontribusi sebesar
60,34% terhadap produk domestik bruto (PDB). Namun demikian, persoalan
klasik seputar pembiayaan dan pengembangan usaha masih tetap melekat pada
UMKM. Misalnya pada tahun 2014, Pemerintah mencatat dari 56,4 juta UMK
di seluruh Indonesia, hanya 30% yang mampu mengakses pembiayaan. Dari
persentase tersebut, sebanyak 76,1% mendapatkan kredit dari bank sedangkan
23,9% mengakses pembiayaan dari Institusi non bank termasuk institusi keuan-
gan mikro seperti koperasi. Dengan kata lain, sekitar 60%-70% dari seluruh sek-
tor UMKM belum memiliki akses pembiayaan melalui lembaga keuangan formal
seperti bank.

Dalam upaya mendorong pemberdayaan masyarakat berpenghasilan menengah
ke bawah dan UMKM diperlukan dukungan komprehensif dari lembaga keuan-
gan. Keberadaan Institusi Keuangan Mikro Syariah (IKMS) dinilai lebih sesuai
dan efektif dalam mendorong pemberdayaan ekonomi skala kecil. Hal ini sejalan
pula dengan tujuan dan fungsi IKMS dalam peningkatan akses pendanaan skala
mikro bagi masyarakat, peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas,
serta membantu peningkatan kesejahteraan terutama masyarakat berpenghasi-
lan rendah.

Populasi mayoritas Muslim di Indonesia telah turut mempengaruhi perkem-
bangan kelembagaan institusi keuangan mikro syariah. Institusi Keuangan Miko
Syariah (IKMS) diinisiasi oleh masyarakat yang ditangkap sebagai representasi
kebutuhan akan pendanaan mikro yang sesuai dengan prinsip syariah. Skema
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pembiayaan mikro syariah kaitannya dengan pengelolaan risiko dan prinsip bagi
hasil menjadi keunggulan yang tidak dimiliki oleh lembaga keuangan pada um-
umnya.

Hingga tahun 2018, perkembangan institusi keuangan mikro syariah terbilang
potensial. Antara lain jumlah Koperasi Syariah (KSPPS/USPPS) di Indonesia yang
mencapai 3.805 unit atau setara 4,78% dari total koperasi usaha simpan pin-
jam. Volume usaha yang dihasilkan oleh Koperasi syariah tersebut pun terbilang
cukup besar, yakni senilai Rp 4,71 Trilliun (Kementerian KUKM, 2018). Sedan-
gkan jumlah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) pada tahun 2019 yaitu
sejumlah 71 unit dengan total aset sebesar Rp 389,91 Miliar (OJK, 2019).

Dalam perkembangannya, Institusi keuangan mikro syariah tidak lepas dari tan-
tangan baik dari sisi regulasi, infrastruktur, maupun kelembagaan itu sendiri.
Oleh karenanya diperlukan suatu visi bersama guna mendorong penguatan dan
pengembangan institusi keuangan mikro Syariah yang terarah, sistematis, dan
strategis.

Dengan diterbitkannya Buku Rekomendasi Kebijakan Pengembangan dan Pen-
guatan Keuangan Mikro Syariah di Indonesia ini diharapkan dapat menjadi
sebuah rujukan bersama rencana strategis untuk penguatan dan pengemban-
gan keuangan mikro syariah di Indonesia layaknya batu loncatan yang dapat
mengakselerasi transformasi menjadi lebih baik institusi keuangan mikro Syari-
ah di Indonesia ke depannya.

Akhirnya, terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada seluruh pe-
mangku kepentingan atas masukan, dukungan moral dan material yang diberi-
kan selama proses penyusunan Buku ini . Tidak lupa kami mengucapkan teri-
ma kasih kepada Lembaga Manajemen Indonesia Banking School (LM IBS) yang
telah menjadi konsultan penyusunan buku rekomendasi kebijakan ini. Semoga
Allah SWT memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kita semua untuk dapat
melaksanakan rencana ini. Amiin

Direktur Keuangan Inklusif, Dana Sosial

Keagamaan, dan Keuangan Mikro Syariah
Komite Nasional Keuangan Syariah

Ahmad Juwaini
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Institusi keuangan mikro syariah yang menjalankan konsep dan spirit BMT diran-
cang sebagai lembaga sosial-ekonomi. Dengan menggunakan sumber daya ter-
masuk dana atau modal komersial serta dana sosial (zakat-infak-sedekah dan
wakaf) dari masyarakat yang kemudian dikelola dan dimanfaatkan untuk mas-
yarakat setempat itu sendiri. Institusi keuangan mikro syariah yang menjalank-
an konsep dan spirit BMT merupakan sebuah lembaga sosial-ekonomi rakyat,
yang secara konsep dan pratek lebih fokus kepada masyarakat kelas bawah,
nyaris miskin, miskin, sampai masyarakat termiskin (poorest of the poor) melalui
bantuan permodalan dan pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan
ekonomi, sosial dan spiritual.

Keuangan mikro syariah melaksanakan dua misi double bottom line yaitu
pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Ini merupakan pra-
syarat minimal bila sebuah institusi keuangan mikro syariah diklasifikasikan
melaksanakan konsep dan spirit BMT. Tidak hanya berhenti sampai disitu,
keuangan mikro syariah yang komprehensif mengandung misi triple bottom line
yaitu pengembangan ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan dakwah. Dak-
wah yang dimaksud mulai dari amar ma’ruf nahi munkar bagi anggota dan mas-
yarakat umum sampai literasi ekonomi dan keuangan syariah.

lkatan yang kuat antara masyarakat dan lembaga memberikan pelajaran bah-
wa dalam jangka panjang, bukan hanya transaksi keuangan yang terjadi di in-
stitusi keuangan mikro (intermediasi keuangan) tapi juga sosial intermediasi.
Sosial intermediasi bila dijabarkan merupakan proses menciptakan kapital so-
sial sebagai dukungan terhadap intermediasi keuangan yang berkelanjutan bagi
kaum miskin atau masyarakat marjinal melalui pembentukan kelompok tanggu-
ng renteng, pengembangan kepercayaan diri, pelatihan literasi keuangan dan
kemampuan manajemen dari anggota (Bennet 1997). Lebih lanjut akan terjadi
penguatan jaringan antar-anggota lembaga keuangan mikro dan antar-lem-
baga keuangan mikro. Optimalisasi ikatan sosial, peningkatan moralitas, dan
pengetahuan agama menjadi pendekatan yang inovatif dalam praktik keuan-
gan mikro dalam rangka mengeluarkan masyarakat dari lingkaran kemiskinan.
Aktivitas sosial yang dilaksanakan mentransformasi masyarakat agar dapat
melakukan aktivitas ekonomi dan sosial secara bersama untuk memenuhi kebu-
tuhan pokoknya dan memiliki kemauan dan kemampuan menjalankan usaha.
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Untuk mewujudkan sustainabilitas atau keberlanjutan institusi keuangan mikro
syariah berdasarkan nilai dan prinsip Islam serta bercirikan ekonomi kerakyatan
dalam rangka meningkatan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah,
diperlukan tiga pilar penguatan berupa penguatan kelembagaan dan finansial
institusi keuangan mikro syariah, penguatan infrastruktur pendukung, dan pem-
bentukan/penguatan lembaga dan sistem pengawasan yang memadai.

Penguatan kelembagaan dan finansial institusi keuangan mikro syariah dilakukan
melalui penguatan kelembagaan, penguatan operasional, penguatan keuangan
dan penguatan teknologi keuangan atau fintech-mikro. Penguatan infrastuktur
pendukung institusi keuangan mikro syariah, dilakukan melalui peningkatan ca-
pacity building, pembentukan APEX, pembentukan Lembaga penjaminan sim-
panan, pengembangan sistem informasi debitur pembiayaan, peningkatan liter-
asi keuangan syariah, penerapan aplikasi e-commerce, dan penerapan standar
pedoman operasional institusi keuangan mikro syariah. Peningkatan pembinaan
dan pengawasan dilakukan melalui pembentukan sistem pelaporan berkala dan
sistem informasi nasabah pembiayaan untuk seluruh bentuk institusi keuangan
mikro sayriah (baik di bawah OJK maupun Kementerian Koperasi dan UKM),
pembentukan/penguatan lembaga pengawas, pembuatan sistem monitoring,
dan penerbitan serta harmonisasi requlasi.

Untuk menjaga sustainabilitas dan keberlanjutan institusi keuangan mikro sya-
riah diperlukan quick wins penguatan dan pengembangan, meliputi: A) Men-
dorong asosiasi untuk bersama menyusun dan menyediakan materi sosialisasi
dan pelatihan mengenai ekonomi dan keuangan syariah khususnya yang ber-
kaitan dengan konsep BMT, tata cara pendirian institusi keuangan mikro sya-
riah, manajamen terapan, kertas kerja dan pelaporan administrasi dan akun-
tansi sederhana, serta praktek kerja/studi banding di institusi keuangan mikro
syariah model. B) Mendorong asosiasi untuk bersama menyusun standarisasi
operasional yang praktis dan sederhana namun memadai dengan tidak men-
gorbankan fleksibilitas pelayanan dan menjaga misi orisinilnya dalam men-
jalankan fungsi sosial. C) Mengadakan Training of Trainer (TOT) mengenai
sistem keuangan Islam dan Manajemen Terapan konsep BMT melalui kerjasa-
ma Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), Kampus dan sekolah menengah dengan
MUI, Bank Umum Syariah BUMN, Kemenkop dan OJK. D) Mengadakan work-
shop dan pelatihan penguatan manajemen institusi keuangan mikro syariah
tentang manajemen resiko, struktur koperasi (sehingga tidak terjadi pengurus
juga menjadi pengelola), pencegahan side streaming dan integritas pengelola
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untuk meminimalisir fraud. E) Melakukan sosialisasi mengenai keuangan syari-
ah dan prakteknya khususnya dilingkungan perkantoran (terutama pada Kantor
Kementrian, BUMN, Pemda) yang belum memiliki institusi keuangan mikro sya-
riah, sebagai alternatif karyawan untuk melakukan transaksi keuangan secara
prinsip syariah serta meningkatkan pemberdayaan fungsi Islamic Social Finance
(ZISWAF) di perkantoran. F) Melakukan sosialisasi dan pelatihan sistem ekonomi
dan keuangan syariah kepada generasi muda dilingkungan Masjid, Kampus, pe-
santren dan Sekolah Menengah guna meningkatkan kesadaran umat memba-
ngun ekonomi dan kesadaran sosial dilingkungannya. G) Menyediakan “One
Stop Service” atau pelayanan satu pintu di Kemenkop dan Dinas Koperasi Ka-
bupaten/Kota untuk pendirian dan konsultasi seputar KSPPS khususnya untuk
pendirian KSPPS di Perkantoran, Lingkungan Masjid, pesantren dan Sekolah. H)
Menyediakan aplikasi sederhana berbasis teknologi melalui kerjasama dengan
provider IT dan Bank Umum Syariah BUMN agar dapat dimanfaatkan oleh an-
ggota institusi keuangan mikro syariah untuk bertransaksi, antara lain penjua-
lan pulsa HP dan Listrik, BPJS, transfer uang dan transaksi keuangan lainnya.
1) Mendorong asosiasi untuk memfasilitasi kolaborasi saling-menguntungkan
dengan Perusahaan Fintech Syariah, dengan model ekosistem terbuka terbatas
dan/atau membangun fintech-mikro bersama ditingkat asosiasi dengan model
ekosistem tertutup privat. J) Mengembangkan system pelaporan keuangan yang
bisa diterapkan dan dipraktekan serta dapat dimanfaatkan oleh otoritas untuk
fungsi pengawasan dan early warning system. K) Mengadakan koordinasi lintas
otoritas dan asosiasi secara terstruktur dan berkala antara lain untuk memben-
tuk standar sistem pengawasan dan pelaporan, program peningkatkan kualitas
SDM yang berkesinambungan, pembentukan APEX dan pembentukan lembaga
penjaminan simpanan institusi keuangan mikro syariah. L) Mengembangkan
sistem tingkat kesehatan dengan metode self assessment yang mencakup evalu-
asi tingkat efisiensi keuangan dan social performance management yang dapat
digunakan otoritas dalam menilai tingkat kesehatan dari institusi keuangan
mikro syariah. M) Membentuk lembaga atau wadah ad hoc dalam rangka men-
jalankan program sertifikasi dan kualifikasi pengelola institusi keuangan mikro
syariah, yang juga menjadi rujukan otoritas dalam pemberian ijin usaha atau
pemberian tingkat kesehatan.
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Munculnya keuangan mikro tidak terlepas dari adanya kebutuhan kelompok
masyarakat miskin dan usaha mikro kecil terhadap layanan jasa keuangan.
Melalui akses terhadap layanan jasa keuangan ini diharapkan dapat membuka
peluang usaha dan menciptakan kesejahteraan. Namun, kebutuhan terhadap
layanan keuangan ini cenderung tidak dapat diberikan oleh lembaga keuangan
komersil formal seperti bank, hal ini disebabkan karakteristik kelompok mas-
yarakat miskin dan usaha mikro kecil cenderung tidak terpelajar, tata kelola us-
aha yang buruk, tidak memiliki laporan keuangan dan lingkungan bisnis yang
tidak pasti, sehingga membuat kelompok ini dinilai memiliki risiko yang tinggi
untuk diberikan akses permodalan. Kondisi inilah yang mendorong masyarakat
miskin dan usaha mikro kecil berinovasi dengan membentuk institusi keuangan
mikro secara mandiri guna memenuhi kebutuhan akan akses layanan keuangan
(permodalan).

Atas dasar orientasinya, institusi keuangan mikro memiliki dua tujuan utama,
yaitu menjadi lembaga yang efisien dan mandiri (financial self-sufficiency) dan
berkontribusi dalam upaya penanggulangan kemiskinan (poverty alleviation).
Institusi keuangan mikro yang bertujuan financial self-sufficiency disebut se-
bagai lembaga yang berorientasi komersial. Sedangkan yang bertujuan pada
pencapaian poverty alleviation digolongkan sebagai lembaga yang berorien-
tasi sosial. Paradigma yang berkembang selama ini memandang jika orientasi
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komersil (institutionalist) dan orientasi sosial (welfarist) dalam keuangan mikro
tidak dapat berjalan beriringan (Morduch, 2000; Woller & Dunford, 1999). Para-
digma institutionalist cenderung lebih fokus pada aspek kemampuan dan keber-
lanjutan usaha lembaga keuangan mikro yang bersifat internal. Sementara itu,
paradigma welfarist cenderung lebih fokus pada implikasi atau dampak program
keuangan mikro bagi masyarakat sebagai klien yang bersifat eksternal (Bhatt &
Tang, 2001; Ledgerwood, 1999). Dalam praktiknya, Indonesia memiliki konsep
keuangan mikro yang unik dalam menyeimbangkan kedua paradigma tersebut
tanpa mengorbankan tujuan satu dan lainnya. Konsep itu dikenal dengan sebu-
tan Baitul Maal Wat Tamwil (“BMT”) yang merupakan sebuah konsep keuangan
mikro syariah yang menjalankan orientasi komersil melalui kegiatan tamwil-nya
dan orientasi sosial melalui kegiatan maal-nya secara harmonis. Dalam konteks
ekonomi islam, Konsep BMT merupakan bentuk penerapan dari ekonomi Islam.

Konsep BMT dirancang sebagai lembaga sosial-ekonomi. Dengan menggunakan
sumber daya termasuk dana atau modal komersial serta dana sosial (zakat, in-
fak, sedekah, dan wakaf) dari masyarakat yang kemudian dikelola dan diman-
faatkan untuk masyarakat setempat itu sendiri. Konsep BMT menegaskan ten-
tang konsep sebuah lembaga sosial-ekonomi rakyat, yang secara konsepsi dan
nyata lebih fokus kepada masyarakat kelas bawah, nyaris miskin, miskin sampai
masyarakat termiskin (poorest of the poor) melalui bantuan permodalan dan
pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan spiritu-
al. Dua aktivitas yang dijalankan secara harmonis dalam konsep BMT yaitu:

1. Aktivitas sosial (sebagai Baitul Maal), menampung dana zakat, infak, se-
dekah, wakaf, dan dana sejenis untuk disalurkan kepada kelompok mas-
yarakat mustahik dan masyarakat dhuafa secara luas;

2. Aktivitas komersial (sebagai Baitul Tamwil), menampung dana yang berasal
dari modal, simpanan anggota, donor, atau APEX untuk disalurkan berupa
pembiayaan kepada usaha mikro kecil yang menjadi anggota BMT.

Kedua aktivitas diatas dapat pula diterjemahkan sebagai misi BMT yaitu pengem-
bangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat atau misi double bottom line.
Ini merupakan prasyarat minimal bila sebuah institusi keuangan mikro syariah
ingin diklasifikasikan mempunyai spirit BMT. Lebih lanjut tidak hanya berhenti
sampai disitu, spirit BMT yang komprehensif mengandung misi triple bottom
line yaitu pengembangan ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan dakwah.
Dakwah yang dimaksud mulai dari amar ma’ruf nahi munkar bagi anggota BMT
dan masyarakat umum sampai literasi ekonomi dan keuangan syariah. Imple-
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mentasi triple bottom line perlu tetap di sosialisasikan dan di revitalisasi seh-
ingga konsep dan spirit BMT dapat terjaga dan berkembang. Selain itu konsep
dan spirit BMT ini merupakan sebuah pembuktian dari konsep ekonomi syariah
yaitu menjaga, menghormati, memperhatikan dan mempertimbangkan kepent-
ingan individu dan kepentingan publik dan sekaligus membangun keseimbangan
secara efektif antara dua kepentingan tersebut sehingga mampu menciptakan
solidaritas sosial (Az- Zuhaili, 2011).

Konsep BMT dipandang bersesuaian dengan karakter dan kondisi Indonesia dari
seluruh aspek. BMT memiliki kelebihan fleksibilitas, produk dan layanan yang
beragam, mengakomodir kearifan lokal, dan nilai agama. Selain itu, BMT men-
dukung terwujudnya inklusi keuangan karena berasal dari gerakan akar rumput
dan lahir dari kebutuhan dan inisiatif masyarakat sendiri.

Seiring dengan perkembangan regulasi, gerakan untuk mengaplikasikan konsep
dari BMT berkembang pesat di Tanah Air, hampir sebagian besar BMT bertrans-
formasi berada di bawah payung hukum Kementerian Koperasi dan UKM melalui
Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. BMT yang berada
dibawah regulasi Kementerian Koperasi dan UKM ini dikenal sebagai Koperasi
Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah/Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syari-
ah (KSPPS/USPPS). Kemudian sebagian kecil lainnya dari BMT berada di bawah
payung hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Undang-Undang No. 1 ta-
hun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. BMT yang berada dibawah regu-
lasi dan pengawasan dari OJK dikenal sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah
(LKMS).

Ikatan yang kuat antara masyarakat dan institusi memberikan pelajaran bahwa
dalam jangka panjang, bukan hanya transaksi keuangan yang terjadi di institusi
keuangan mikro, akan tetapi penguatan jaringan antar-anggota institusi keuan-
gan mikro dan antar institusi keuangan mikro itu sendiri. Optimalisasi ikatan
sosial, peningkatan moralitas, dan pengetahuan agama oleh institusi keuangan
mikro menjadi pendekatan yang inovatif dalam praktik keuangan mikro dalam
rangka mengeluarkan masyarakat dari lingkaran kemiskinan. Aktivitas sosial
yang dilaksanakan oleh institusi keuangan mikro mentransformasi masyarakat
agar dapat melakukan aktivitas ekonomi dan sosial secara bersama untuk me-
menuhi kebutuhan pokoknya dan memiliki kemauan sekaligus kemampuan
menjalankan usaha.
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Peluang pengembangan institusi keuangan mikro di Indonesia masih sangat
terbuka lebar. Sebagai negara mayoritas Muslim terbesar di dunia, Indonesia
memiliki peranan besar sebagai pelaku sekaligus pasar keuangan mikro syariah
di dunia. Besarnya potensi penghimpunan dana, baik sosial maupun komersial
merupakan keunggulan kompetitif dari institusi keuangan mikro syariah. Selain
itu, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadi modal pengemban-
gan institusi keuangan mikro di Indonesia. Untuk mewujudkan sustainabilitas
institusi keuangan mikro berdasarkan nilai dan prinsip Islam serta bercirikan
ekonomi kerakyatan dalam rangka meningkatan kesejahteraan masyarakat ber-
penghasilan rendah, diperlukan langkah-langkah strategis yang dibangun dari
hasil indentifikasi masalah yang dihadapi.

Perlu diketahui bahwa buku ini membedakan antara istilah lembaga keuangan
mikro dengan institusi keuangan mikro. Lembaga keuangan mikro kini sudah
menjadi domain hukum dibawah Undang-Undang No 1 Tahun 2013. Lembaga
Keuangan Mikro yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut semuanya be-
rada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sementara itu, institusi
keuangan mikro merupakan institusi yang khusus didirikan untuk memberikan
jasa layanan keuangan mikro kepada masyarakat miskin dan mikro melalui pem-
berian pinjaman atau pembiayaan usaha skala mikro kepada anggota dan mas-
yarakat, pengelolaan simpanan, maupun jasa konsultasi pengembangan usaha
(Darsono, et al., 2018). Saat ini institusi keuangan mikro syariah ada yang bera-
da dibawah pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM vyaitu Koperasi/Unit
Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS/USPPS), ada yang berada dibawah
pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu Lembaga Keuangan Mikro
Syairah (LKMS), dan ada yang berada dibawah pengawasan pemerintah daerah
dan adat setempat yaitu Lumbung Pitih Nagari (LPN) dan Lembaga Perkreditan
Desa (LPD). Adapun dalam buku ini, institusi keuangan mikro yang menjadi fokus
pembahasan yaitu institusi keuangan mikro yang berada dibawah pengawasan
Kementerian Koperasi dan UKM vyaitu KSPPS/USPPS dan institusi keuangan
mikro yang berada dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan yaitu LKMS.
Sementara itu, KSPPS/USPPS dan LKMS merupakan bentuk badan hukum dan
badan usaha dari konsep BMT sehingga institusi ini melaksanakan semangat dan
spirit dari konsep BMT. Buku ini akan menggunakan istilah BMT dalam konteks
konsep dan spirit untuk bab-bab selanjutnya yang berbeda dengan sebutan BMT
yang ada dalam undang-undang no 1 tahun 2013.



Strategi Pengembangan
23 Keuangan Mikro Syariah
di Indonesia

2.1 Konsep Keuangan Mikro

Teori-teori tentang keuangan mikro dapat dilihat antara lain di beberapa literatur
yang ditulis oleh Ledgerwood (1999) tentang Microfinance Handbook; Robinson
(2001) tentang The Microfinance Revolution: Sustainable Finance for the Poor;
Zeller dan Meyer (2002) tentang The Triangle of Microfinance: Financial Sustain-
ability, Outreach and Impact; dan Armendariz dan Morduch (2005) tentang The
Economics of Microfinance; serta pada beberapa paper seperti Brau dan Woller
(2004) tentang Microfinance: A Comprehensive Review of the Existing Literature.

Keuangan mikro dapat didefinisikan sebagai penyediaan produk dan/atau jasa
keuangan (kredit mikro, tabungan mikro, transfer mikro, asuransi mikro) secara
berkelanjutan kepada orang miskin, masyarakat yang terpinggirkan, dan/atau
masyarakat berpendapatan rendah dimana status ekonominya yang rendah
menyebabkan mereka tidak dapat masuk ke sistem keuangan formal. Perbe-
daan utama antara keuangan mikro dan sistem keuangan arus utama adalah
pendekatan alternatifnya terhadap agunan yang berasal dari konsep tanggung
jawab bersama (tanggung renteng), karena masyarakat miskin tidak memiliki
aset yang diperlukan untuk agunan, serta pendekatan personal dengan sistem
jemput bola atau langsung menjumpai nasabah.

Produk dan layanan keuangan mikro biasanya disediakan oleh institusi keuangan
mikro seperti koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Namun dibebera-
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pa kesempatan layanan keuangan mikro juga diberikan oleh lembaga keuangan
penyedia jasa keuangan mikro seperti bank komersial, asuransi, dan lembaga
keuangan non-bank lainnya (LKNB) dan sebagian kecil lainnya dilakukan oleh
lembaga keuangan sosial seperti lembaga pemberdayaan atau Lembaga sosial
masyarakat (LSM). Keuangan mikro sebagian besar diwujudkan dalam bentuk
pinjaman kecil atau kredit mikro yang tersedia untuk orang miskin (terutama
yang secara tradisional dikecualikan dari layanan keuangan/unbankable) melalui
program yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan dan keadaan khu-
sus mereka. Program keuangan mikro yang baik dicirikan oleh pinjaman kecil,
biasanya jangka pendek, penilaian peminjam dan investasi yang simpel dan
disederhanakan, pencairan cepat pinjaman berulang setelah pembayaran tepat
waktu, lokasi dan waktu layanan yang nyaman (Khan, 2008).

Consultative Group to Assist the Poor atau CGAP (2004) telah mengemukakan
sebelas prinsip utama Keuangan Mikro dalam konsultasi selama satu dekade
dengan para anggota dan pemangku kepentingan, yaitu sebagai berikut:

1. Orang miskin membutuhkan berbagai layanan keuangan bukan hanya
pinjaman. Selain pinjaman, orang miskin membutuhkan layanan tabungan,
asuransi, dan pengiriman uang.

2. Keuangan mikro adalah alat yang ampuh untuk memerangi kemiskinan.
Rumah tangga miskin menggunakan jasa keuangan untuk meningkatkan
pendapatan, membangun aset mereka, dan melindungi diri mereka sendiri
dari guncangan eksternal.

3. Keuangan mikro memiliki substansi membangun sistem keuangan yang
melayani orang miskin. Keuangan mikro akan mencapai potensi penuhnya
hanya jika diintegrasikan ke dalam sistem keuangan arus utama suatu neg-
ara.

4. Kondisi finansial yang berkelanjutan atau sustain diperlukan oleh keuan-
gan mikro agar dapat melayani sebanyak-banyaknya orang miskin. Sus-
tainabilitas merupakan salah satu kunci keberhasilan penyedia keuangan
mikro, yang menjadikan keuangan mikro dapat membiayai berbagai jasa
dan operasionalnya. Sustainabilitas menjadikan lembaga keuangan mikro
tidak ketergantungan dengan dana-dana swasta atau donor. Jika penyedia
keuangan mikro dapat memposisikan dirinya untuk mandiri dan sustain se-
cara finansial, maka akan mendorong berkurangnya biaya transaksi serta
mendorong kualitas dan kuantitas pelayanan yang lebih baik bagi target na-
sabahnya, khususnya orang miskin.

5. Keuangan mikro adalah tentang membangun lembaga keuangan lokal
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permanen yang dapat menghimpun simpanan domestik, mengolahnya
menjadi pinjaman, dan menyediakan layanan keuangan lainnya.

Kredit mikro tidak selalu menjadi jawaban utama layanan yang cocok un-
tuk orang-orang miskin/unbankable. Jenis dukungan lain mungkin bekerja
lebih baik untuk orang-orang yang sangat miskin sehingga mereka dapat
memiliki pendapatan atau sarana pembayaran.

Plafon suku bunga melukai orang miskin dengan mempersulit mereka
mendapatkan kredit. Kondisi ini membuat banyak pinjaman kecil lebih
mahal daripada mengajukan beberapa pinjaman besar. Plafon suku bunga
mencegah lembaga keuangan mikro menutupi biaya mereka, dan dengan
demikian menghambat pasokan kredit untuk orang miskin.

Tugas pemerintah adalah untuk memungkinkan teraksesnya layanan
keuangan bukan untuk menyediakannya secara langsung. Pemerintah
hampir tidak pernah dapat melakukan pekerjaan pinjaman dengan baik,
tetapi mereka dapat menetapkan lingkungan kebijakan yang mendukung.
Dana donor seharusnya melengkapi modal sektor swasta bukan menja-
di pesaing. Subsidi dari donor harus menjadi dukungan awal yang sifatnya
sementara saja yang dirancang untuk membawa lembaga ke titik di mana
ia dapat beroperasional memanfaatkan sumber pendanaan swasta, seperti
deposito.

Hambatan utama adalah kurangnya institusi dan manajemen yang kuat.
Para donor harus memfokuskan dukungan mereka pada pembangunan kap-
asitas.

Keuangan mikro bekerja paling baik ketika dapat diukur dan diungkap-
kan kinerjanya (transparansi kinerja). Pelaporan tidak hanya membantu
pemangku kepentingan menilai biaya dan manfaat, tetapi juga meningkat-
kan kinerja. LKM perlu menghasilkan pelaporan kinerja keuangan yang aku-
rat dan dapat dibandingkan (missal: pembayaran pinjaman dan pemulihan
biaya) serta kinerja sosial (missal: jumlah dan tingkat kemiskinan nasabah
yang dilayani).

Zeller dan Meyer (2002) dalam bukunya “The Triangle of Microfinance: Finan-
cial Sustainability, Outreach dan Impact” menguraikan bahwa institusi keuangan
mikro yang sukses (sustain) menjalankan 3 (tiga) sisi segitiga, yaitu (1) mengelo-
la masalah-masalah keterjangkauan (menjangkau orang miskin baik dari jum-
lah dan tingkat kemiskinannya); (2) sustainabilitas keuangan (menutup biaya
operasional dalam jangka panjang); dan (3) dampak (memiliki dampak yang
nyata terhadap kualitas hidup nasabah).
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Secara paradigma dan pendekatan yang berkembang selama ini, muncul 2 (dua)
pandangan berbeda yang membahas mengenai hubungan antara sisi ekonomi
dan sisi sosial dari keuangan mikro. Pandangan pertama, yaitu institutionalist,
memberi penekanan yang lebih kuat pada tercapainya financial sustainabili-
ty, dimana konsep ini lebih mengutamakan pada outreach/jangkauan jumlah
nasabah daripada tingkat kedalaman kemiskinan yang dijangkau. Pandangan
yang kedua, yaitu welfarist, menitikberatkan pada penanggulangan kemiskinan
melalui pemberian kredit yang seringkali diberikan bersamaan dengan layanan
sosial, seperti pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, pemberdayaan,
layanan kesehatan, dan lain sebagainya. Berdasarkan fakta dan kajian yang ada,
kedua pandangan tersebut dianggap bersifat trade-off, dimana institusi keuan-
gan mikro biasanya menjalankan salah satu pendekatan saja, jika terlalu fokus
pada salah satu orientasi akan mengorbankan orientasi lainnya.

Teori tentang keuangan mikro syariah dapat dilihat antara lain pada buku yang
ditulis oleh Obaidullah (2008a) tentang Introduction to Islamic Microfinance dan
oleh Khan (2008) tentang Islamic Microfnance: Theory, Policy and Practice, serta
beberapa paper, seperti Smolo dan Ismail (2011) tentang A theory and Contrac-
tual Framework of Islamic Micro-financial institutions’ Operations, dan Ismail
dan Posumah (2013) tentang Theoretical Model for Zakat-Based Islamic Microf-
inance Institutions in Reducing Poverty.

Keuangan mikro Islam atau keuangan mikro syariah adalah salah satu pendeka-
tan Islam untuk menanggulangi kemiskinan, karena kemiskinan bertentangan
dengan magashid syariah, yaitu, melindungi agama (hifz al-din), melindungi
jiwa (hifz an-nafs), melindungi akal pikiran (hifz al-agl), melindungi keturunan
(hifz al-nasl), dan melindungi harta (hifz al-mal). Selain itu, para ahli hukum Is-
lam dengan suara bulat memegang pandangan bahwa menyelesaikan masalah
kemiskinan adalah kewajiban kolektif (fardhu kifayah) dari masyarakat Muslim
untuk mengurus kebutuhan dasar orang miskin. Menurut Obaidullah (2008a),
prinsip-prinsip pendekatan Islam untuk penanggulangan kemiskinan meliputi:
a) dana sosial keislaman (zakat, infak, sedekah, dan wakaf); b) pemberdayaan
ekonomi; ¢) penghindaran hutang; d) kerja sama dan solidaritas; e) kekompakan
keluarga; f) kontrak yang sesuai Syariah; dan g) norma Islam dan praktik terbaik
(best practices) keuangan mikro.

Dalam Islam, terdapat dana sosial yang bersifat wajib (zakat) dan ada yang ber-
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sifat sukarela (infak, sedekah, wakaf) yang secara umum dianjurkan dalam Islam
(QS Al-Bagarah [2]: 261). Dana sosial keislaman tersebut dianggap sebagai in-
strumen keuangan dalam Islam yang memainkan peranan penting dalam pen-
anggulangan dan pemberantasan kemiskinan.

Islam mendorong orang dan bangsa untuk menjadi mandiri (termasuk mandi-
ri secara finansial). Hadis terkenal Sunan Abu Dawood, Kitab al-Zakah, Buku
9, Number 1637 menjelaskan, langkah demi langkah, bagaimana merancang
dan menerapkan strategi penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan
ekonomi (Obaidullah, 2008a).

Berdasarkan kitab tersebut, dapat disimpulkan bahwa kondisi mendasar dari
program keuangan mikro syariah yang sukses meliputi:

1. Akses yang terbuka bagi masyarakat miskin terhadap program keuangan
mikro syariah;

2. Penilaian yang cermat terhadap kondisi keuangan kaum miskin;

3. Transformasi aset yang tidak produktif menjadi aset produktif dengan cara
melibatkan komunitas dalam proses transformasi aset tersebut;

4. Pemenuhan kebutuhan dasar berdasarkan prioritas dan investasi surplus da-
lam aset produktif;

5. Keterlibatan langsung dalam program pengembangan kapasitas dan aktivitas
usaha;

6. Bantuan teknis dalam bentuk pelatihan dan pengawasan yang diperlukan
kepada penerima manfaat untuk melaksanakan usaha yang menghasilkan
pendapatan;

7. Transparansi proses dan hasil usaha;

8. Pemberdayaan ekonomi adalah solusi untuk membangun kemandirian dan
menghilangkan ketergantungan pada orang lain;

Nilai dan prinsip penerapan ekonomi syariah maupun operasional institusi
keuangan mikro syariah sebagaimana telah dijelaskan, saat ini paling tercermin
pada konsep BMT (Baitul Maal wat Tamwil). Hal ini tercermin dari hasil pene-
litian mengenai preferensi masyarakat terhadap institusi keuangan mikro syari-
ah yang paling memenuhi dalam penerapan aspek kepatuhan syariah (Masyita,
2013).

BMT merupakan singkatan dari Baitul Maal wat Tamwil, yang merupakan konsep
penggabungan antara Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Sebagai Baitul Maal, BMT
berfungsi memobilisasi dana sosial keislaman (zakat, infak, sedekah, wakaf) dan
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melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan sosial. Sedangkan sebagai Baitul
Tamwil, BMT berfungsi memobilisasi tabungan masyarakat untuk dimanfaatkan
ke dalam berbagai skema investasi dan permodalan berdasarkan prinsip syariah
bagi perorangan dan usaha mikro di sektor informal dengan target fakir miskin
(Aryo, 2004; Aziz, 2007; Aziz & Supanta, 2004). Dengan demikian secara kon-
sepsi, BMT adalah suatu institusi yang didalamnya mencakup dua jenis kegiatan
sekaligus, yaitu pemberdayaan sosial (maal) dan pemberdayaan ekonomi pro-
duktif (tamwil).

Meskipun demikian, dalam perkembangannya terdapat varian lain dari BMT
yang tidak melakukan aktivitas pengumpulan dana sosial keislaman, namun
menjalankan fungsi sosial dengan melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan
masyarakat, yang salah satu contohnya seperti yang dilakukan Baitul Tamwil
Muhammadiyah (BTM).

Baitul Maal
wat Tamwil (BMT)
Tamwil WEET
(Aktivitas Produktif) (Akt. Sosial)
Anggota,

Simpanan Anggota,
Agen Penyaluran, Tab,
Deposito, Investasi

Nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan

masyarakat berlandaskan Islam

Bagan 1. Perpaduan Kegiatan Sosial dan Kegiatan Produktif

Baitul Maal mengumpulkan dana zakat, infag, shadaqgah, dan wakaf dari do-
nor masing-masing, yaitu, muzakki (zakat), munfik (infak/sedekah) dan wakif
(wakaf). Dana ini selanjutnya didistribusikan ke masing-masing penerima yang
berhak. Zakat hanya dapat didistribusikan kepada 8 kelompok orang (asnaf), yai-
tu orang yang terjerat hutang (gharimin), untuk membebaskan budak (fir-riga-
ab), orang yang sangat miskin (fugara), orang miskin yang penghasilannya tidak
mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya (masakin), orang yang baru masuk
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Islam (mualaf), para musafir (ibn as-sabil), di jalan Allah (fi sabilillah), dan pen-
gelola zakat (‘amil). Zakat dapat digunakan untuk pemulihan (seperti peluna-
san utang dan pemenuhan kebutuhan dasar), pemberdayaan (seperti pelatihan,
bantuan dan pembiayaan Qardh Hassan), dan pengembangan (seperti program
sosial, dakwah dan membela Islam) dari penerima melalui program konsumtif,
dan program produktif. Zakat juga dapat dialokasikan untuk biaya operasional
‘Amil.

Dana wakaf uang langsung (wakaf melalui uang) dapat digunakan untuk mem-
bangun fasilitas sosial, seperti masjid, pusat kegiatan Islam (/slamic Center),
pemakaman, pesantren, sekolah Islam, rumah yatim, panti asuhan, pusat kes-
ehatan, rumah sakit, dll. Dana wakaf uang langsung dapat digunakan untuk
membangun berbagai fasilitas kombinasi komersial-sosial, seperti pusat Islam,
sekolah Islam, rumah sakit, dll. Dana wakaf tunai langsung juga dapat digunakan
untuk membangun fasilitas komersial atau investasi, seperti sekolah Islam, ru-
mah sakit, restoran, kompleks bangunan, hotel, pertanian, dll. Sementara itu,
dana wakaf uang tidak langsung (wakaf uang) harus diinvestasikan di sektor riil
/ keuangan, dan hasilnya dapat digunakan untuk mendanai program-program
sosial. Beberapa bagian dari keuntungan juga dapat diwakafkan kembali untuk
meningkatkan aset wakaf produktif. Sementara itu, dana sosial Islam lainnya ha-
rus dikelola dan digunakan sebagaimana yang dimaksudkan sesuai dengan Sya-
riah yaitu untuk orang miskin, yang membutuhkan dan ummah umum, seperti
program produktif, program sosial dan lain-lain.

DONOR & BAITULMAAL — PENERIMA

Maal — —> Biaya Operasional }———» ‘Amil x

- - =
S Penghasilan | |,  -Konsumtif- Fugara, Masakin, | ©
ﬁ Gharimin, l\;lu?ollaf, o

Lainnya - Ly Produktif Fir-Rigaab, Ibn

Y Sabil, Fi Sabilillah | =

© Infak +— — -Produktif- -Fakir & Miskin- ©
> >
E Sedekah +—+—+—— Program Sosial }» «E Ummat g
S Lainnya + — Lainnya Lainnya 8
. Uang - Langsung — —> Aset Sosial -Fakir & Miskin- <
= | Uang-T.Llangsung {——— > Aset Produktif } Ummat 'E“
= Lainnya — L Ivestasi Lainnya Lainnya E

Re-Waqf

Bagan 2. Operasi Baitul Maal dari BMT
Sumber: Ascarya, 2017
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Sementara itu, Baitul Tamwil mengumpulkan dana dari berbagai sumber: a)
modal sendiri (simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan), b) modal
penyertaan, c) program pemerintah (KUR, LPDB, Ultra mikro dlinya), d) dana
sosial Islam (seperti wakaf), e) modal pinjaman. Baitul Tamwil dapat mencari
dana tambahan dari sumber eksternal, seperti institusi Apex, bank syariah, atau
sumber lainnya. Baitul Tamwil juga dapat bertindak sebagai Institusi Keuangan
Syariah terkait untuk Baitul Maal, di mana zakat, infak, dan dana sosial Islam
lainnya akan disimpan di Baitul Tamwil sebagai Simpanan Tabungan Zakat / In-
fak. Selain itu, Baitul Tamwil juga dapat bertindak sebagai LKS-PWU (Lembaga
Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang) dari Baitul Maal-nya, di mana wakaf
tunai akan disimpan di Baitul Tamwil sebagai Deposito Investasi Wakaf.

Selanjutnya, Baitul Tamwil dapat memberikan pembiayaan kepada anggota-na-
sabahnya terutama untuk tujuan produktif menggunakan berbagai akad syariah
berbasis ekuitas (equity-based) dan berbasis jual beli (trade-based). Baitul Tam-
wil juga menyediakan pembiayaan konsumtif untuk pendidikan, kendaraan, pe-
rumahan, dan lain-lain. Selain itu, Baitul Tamwil juga menyediakan pembiayaan
non-komersial (Qardh) untuk keadaan darurat atau mereka yang membutuh-
kan. Selain itu, Baitul Tamwil juga menawarkan berbagai layanan keuangan
mikro syariah, seperti transfer, pembayaran tagihan, ATM, takaful mikro, mobile
banking dan internet banking.

PENDANAAN PEMBIAYAAN
— —
Modal BAITUT TAMWIL Jasa Keuangan
MODAL AWAL PRODUKTIF
Simpanan Pokok Net PLS Modal Kerja
Simpanan Pokok Khusus Business Margin Investasi
Simpanan Wajib Yields 2 o g Modal Kerja-Investasi
Modal Wakaf g E Others
SIMPANAN SUKARELA 2 O : KONSUMTIF
Tabungan Bg[‘;s‘ > > Margin Pendidikan, Motor,
Deposito Investasi E ; Adm. |Rumah, Darurat, dil.
SUMBER EKSTERNAL =
Tabungan Zakat-Infak B > JASA KEUANGAN MIKRO
Deposito Investasi Wakaf PLS ~ 2 Fee Transfer, Tagihan, ATM, M.
Pembiayaan APEX Banking, Internet Banking,
Pembiayaan Bank Syariah Takaful Mikro, Pensiun
Mikro, Lainnya.

BIAYA

Bagan 3. Operasi Baitul Tamwil Dari BMT
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Sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki
sebuah konsep keuangan mikro berbasis syariah yang kini sudah ribuan men-
jamur di seantero khatulistiwa. Istilah Baitul Maal wat Tamwil (BMT) memang
berasal dari kosa kata bahasa Arab, namun sejatinya konsep ini [ahir dan diinisi-
asi oleh rakyat Indonesia. Sebelumnya konsep BMT tidak dikenal di negara lain,
kecuali setelah terjadi proses studi banding ke negeri ini. Sebagian dari fungsi
yang diselenggarakan oleh BMT bahkan telah ada dan beroperasi di banyak ko-
munitas di berbagai wilayah di Indonesia, misalnya kebiasaan bagi hasil dalam
usaha pertanian, perikanan, dan peternakan. Adapun aktivitas pinjam-memin-
jam atas dasar kebaikan serta berbagai transaksi ekonomi yang berdasar atau-
pun bersesuaian dengan syariah Islam. Maka apabila dilihat dari kebiasaan lama
tersebut, BMT merupakan bagian dari pemeliharaan aktivitas-aktivitas ekonomi
yang telah ada dan masih berlangsung di Indonesia.

Saat ini, hampir sebagian besar BMT berada di bawah payung hukum Kemen-
terian Koperasi dan UKM melalui Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang
Perkoperasian dan sebagian kecil lainnya berada di bawah payung hukum Otor-
itas Jasa Keuangan (OJK) melalui Undang-Undang No. 1 tahun 2013 tentang
Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Hal tersebut menjadikan konsep BMT saat ini



32 Komite Nasional Keuangan Syariah

ada yang diimplementasikan dan berada di bawah regulasi dan pengawasan Ke-
menterian Koperasi dan UKM dan ada yang berada di bawah regulasi dan pen-
gawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Masing-masing otoritas mengatur lebih
lanjut terkait perizinan usaha, pelaksanaan kegiatan usaha, pengawasan dan
pembinaan, dan pengaturan lainnya yang tercantum di dalam turunan peratur-
an-peraturan terkait.

Beberapa infrastruktur yang mendukung beroperasinya institusi keuangan
mikro syariah, yaitu :

1. Peraturan pemerintah atau undang-undang perkoperasian maupun
lembaga keuangan mikro, untuk pendampingan, pengawasan serta
evaluasi BMT.

2. Panduan standar operasional manajemen atau mulai dari pendirian,
pengelolaan, penilaian, hingga pembubaran BMT.

3. Terbentuknya asosiasi BMT yang berfungsi sebagai wadah bagi lemba-
ga-lembaga BMT yang ada di Indonesia, seperti PBMT (Perhimpunan
BMT Indonesia), Absindo (Asosiasi BMT seluruh Indonesia), dan Induk
Baitul Tamwil Muhammadiyah (Induk BTM).

4. Lembaga penyedia likuiditas atau APEX seperti Permodalan Nasional
Madani (PNM), Permodalan BMT, Inkopsyah BMT, PBMT Ventura.

5. Konsultan BMT seperti Microfin Indonesia, BMT Center, Pinbuk.

6. Program-program pembinaan untuk para nasabah BMT. Program ini
biasanya terintegrasi dengan kegiatan majlis talim atau pengajian
yang diselenggarakan BMT;

7. Kegiatan dakwah yang diterapkan di BMT untuk mendukung pembi-
naan spiritual pengurus dan nasabah BMT;

Target layanan BMT adalah masyarakat mulai dari lapisan bawah dan terbuka
hingga menengah ke atas. Akan tetapi, sebagai entitas bisnis yang bersaing den-
gan lembaga keuangan lain, BMT tidak dapat tumbuh jika hanya bersandar pada
fungsi pemberdayaan saja tanpa berorientasi keuntungan. Oleh karena itu, ak-
tivitas BMT mencakup fungsi permberdayaan yang dilakukan oleh Baitul Maal
dan fungsi komersil dilakukan oleh Baitul Tamwil.
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Keberadaan BMT diharapkan dapat membawa perubahan atau peningkatan sta-
tus nasabah dari yang tadinya tidak memiliki akses ke perbankan sampai telah
memiliki akses perbankan karena keberhasilannya berkembang di bawah binaan
BMT. Widiyanto dan Wibowo (2016) menjelaskan polarisasi skema nasabah BMT
sebagai berikut:

Tabel 1. Polarisasi Skema Nasabah BMT

Dhuafa — 8 Asnaf (Mustahik) Tidak Memiliki Baitul Maal
M kat U R h

asyarakat Umum (Ruma Tidak Memiliki Baitul Maal
Tangga)
Calon Pengusaha Tidak Memiliki Baitut Tamwil
Pen ha/P b

Eusa .a/ engembangan Memiliki Baitut Tamwil

Usaha Mikro
Usaha Menengah Memiliki Baitut Tamwil
Usaha Korporasi Memiliki Baitut Tamwil

Dengan terjadinya perubahan status nasabah BMT seperti dalam tabel di atas
muncul pertanyaan apakah BMT masih bisa memberikan layanan kepada pen-
gusaha yang telah memilki akses ke perbankan sebagai akibat dari pembinaan
yang telah dilakukan oleh BMT. Sebagai institusi keuangan tentu BMT meng-
inginkan nasabah potensial — hasil binaan BMT, bukan malah pihak lain yang
mengambilnya. Oleh sebab itu, BMT dibebaskan untuk dapat mempertahankan
binaannya yang prospektif, terutama yang lahir dari binaan BMT itu sendiri.
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Berdasarkan pemetaan BMT di Pulau Jawa yang mencakup Jawa Barat, Jawa
Tengah, dan Jawa Timur (Darsono, et al., 2018), dapat diketahui latar belakang
pendidikan pegawai BMT yang dapat dilihat di Tabel berikut ini:

0,51% 37,9% 30,16% 5,84% 24% 1,59%
0,13% 0,82% 35,75% 19,90% 42,26%  1,14%
0,52% 3,21% 49,69% 14,29% 30,85%  1,45%
0,36% 15,54% 36,85% 13,21% 32,60% 1,38%

Tabel 2. Latar Belakang Pendidikan Pegawai BMT

Sumber: Darsono, et al. (2018)

BMT yang berada di bawah regulasi Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 memi-
liki jangkauan operasional mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga
nasional, tergantung dari tingkat perizinan wilayah yang didapatkan. Di sisi lain,
BMT yang berada di bawah payung hukum Undang-Undang No. 1 Tahun 2013
memiliki cakupan wilayah usaha dalam satu wilayah desa atau kelurahan, keca-
mata, maksimal dalam satu wilayah kabupaten/kota (Dati Il).

Sebagai lembaga keuangan, BMT menghadapi berbagai risiko khusus, diantara-
nya adalah risiko kredit, risiko operasional, dan risiko likuiditas. Dalam penge-
lolaan risiko-risiko tersebut, BMT sangat bergantung pada kompetensi sumber
daya manusia dan infrastruktur pendukung.

Tindakan penanganan risiko yang dihadapi BMT tersebut dapat digolongkan
dalam 3 kategori, yaitu tindakan preventif, tindakan revitalisasi, dan tindakan
kuratif. Beberapa tindakan pencegahan tersebut yaitu yang bersifat internal dan
sangat tergantung pada kualitas SDM, sistem dan prosedur, serta mekanisme
monitoring dan evaluasi.
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BMT adalah sebuah institusi keuangan mikro yang menjalankan bisnis untuk
menghasilkan profit dan sebagai lembaga sosial dalam mengelola dana zakat,
infag, sedekah, dan wakaf. Kedua aktivitas ini memerluka tjoemisahan admin-
istrasi mulai dari pencatatan hingga pelaporan. Aktivitas bisnis maupun sosial
memerlukan pertanggungjawaban untuk meningkatkan kepercayaan publik ter-
hadap BMT.



r -
A L
T ™

Komite Nasional Keuangan Syariah




Strategi Pengembangan
37 Keuangan Mikro Syariah
di Indonesia

IV. IDENTIFIKASI
PERMASALAHAN
INSTITUSI KEUANGAN
MIKRO SYARIAH DI
INDONES IA

Dalam melaksanakan perannya, institusi keuangan mikro syariah baik yang ber-
bentuk KSPPS/USPPS maupun yang berbentuk LKMS banyak yang melaksanakan
semangat atau spirit dari konsep BMT. Pada praktiknya, institusi keuangan mikro
syariah di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan besar. Tantangan
tersebut antara lain dipengaruhi dari aspek makro dari sektor keuangan mikro
syariah di Indonesia, seperti kaburnya lanskap keuangan mikro syariah diIndone-
sia, belum tersedianya model infrastruktur keuangan mikro syariah yang sesuai
dengan kondisi dan kebutuhan keuangan, dan tumpang tindihnya regulasi pen-
dukung, lemahnya kesadaran otoritas terkait masih kurangnya inklusi keuangan,
kurangnya dukungan pendanaan, kurangnya koordinasi antar pemangku kepent-
ingan, dan pelaku industri, serta terbatasnya sumber daya manusia yang mum-
puni dalam pemahaman keuangan mikro syariah. Aspek aspek makro tersebut
kemudian sangat berdampak dan menjadi tantangan dalam praktek keuangan
mikro syariah di Indonesia.

a. Pelayanan yang Baik

Standar kepuasan konsumen sebenarnya sangat relatif ukurannya khususnya
untuk anggota dari institusi keuangan mikro yang menerapkan konsep BMT.
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Hal ini terjadi karena tidak ada standar khusus pelayanan anggota. Kualitas pe-
layanan tergantung kepada perlakuan masing-masing institusi kepada anggotan-
ya. Kepuasan konsumen dipengaruhi oleh dua faktor yaitu pertama, pelayanan
dengan mendatangi langsung konsumen baik untuk mengambil simpanan an-
ggota atau mengambil kewajiban dari anggota yang mengajukan pembiayaan.
Dengan kata lain institusi keuangan mikro syariah bersikap proaktif dalam men-
jaring anggota dan memberikan prosedur yang mudah dan sederhana kepada
para anggota dan sistem bagi hasil yang menguntungkan.

b. Proaktif dalam menjaring anggota

Salah satu ciri dari institusi keuangan mikro syariah yang menerapkan konsep
BMT adalah sikap aktif dalam menjaring anggota. Pengelola menyadari bahwa
kondisi pasar mereka sangatlah terbatas pada wilayah tertentu saja, sehingga
kurang efektif jika mereka menggunakan sarana media massa atau elektronika
dalam mempromosikan produk-produknya. Walaupun demikian, tidak menut-
up kemungkinan juga berpromosi melalui media-media tersebut sebagai salah
satu upaya mengenalkan program institusi keuangan mikro syariah secara lebih
luas. Alat promosi yang biasanya digunakan antara lain pamflet, leaflet, booklet,
dan website. Upaya menjaring anggota yang paling efektif adalah dengan sistem
“jemput bola”. Pengelola khususnya bagian pemasaran aktif mencari anggota
disekitar lokasi. Pengelola datang langsung kepada calon-calon anggota dan be-
rusaha meyakinkan akan keuntungan menabung khususnya berkaitan dengan
sistem bagi hasil yang ditawarkan. Mereka sadar bahwa anggota merupakan VIP
(very important person). Dengan konsep tersebut pengelola akan berusaha me-
layani anggotanya sebaik mungkin. Keunggulan lain yang dimiliki adalah sikap
kekeluargaan yang ditunjukkan oleh pengelola. Mereka bahkan menganggap
bahwa anggota tersebut adalah keluarga mereka sendiri sehingga tidak jarang
hubungan sehari-hari yang mereka jalin sangat fleksibel. Kedekatan antara pi-
hak institusi keuangan mikro dan anggota juga tercermin dengan diadakannya
pengajian rutin bagi anggota. Hal ini merupakan wujud tanggungjawab institusi
keuangan mikro syariah sebagai sebuah Institusi Islam dalam memupuk keiman-
an anggotanya dan seluruh unsur yang bersangkutan.

c. Prosedur yang praktis dan sistem bagi hasil yang menguntungkan.

Prosedur merupakan serangkaian tahap yang harus dilalui untuk mencapai se-
buah target. Begitu pula yang ada pada lembaga-lembaga keuangan konven-
sional pada umumnya. Mereka menerapkan prosedur yang panjang dengan
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berbagai macam syarat bagi calon nasabah yang ingin mengajukan pinjaman.
Kenyataan yang terjadi bahwa bank biasanya sangat selektif memilih kredit-kred-
it yang akan direalisasikan. Otomatis pengusaha golongan ekonomi menengah
ke bawah tidak mungkin meminjam dana ke bank umum karena mereka kesuli-
tan memenuhi syarat dan prosedur yang rumit. Mereka cenderung beralih kepa-
da lintah darat dengan alasan prosedur yang lebih sederhana, walaupun mereka
harus membayar bunga yang lebih tinggi. Kondisi inilah yang juga ditangkap oleh
institusi keuangan mikro syariah untuk membantu masyarakat untuk terlepas
dari jeratan lintah darat. Dengan prosedur yang sederhana, cepat dan, mudah
dipahami maka anggota pun merasa sangat dibantu. Ada juga institusi keuangan
mikro syariah yang memiliki prosedur yang sangat sederhana untuk mengajukan
sebuah pembiayaan, misalnya seseorang yang akan mengajukan pembiayaan
hanya disyaratkan untuk menjadi anggota dan memiliki tabungan, atau ada juga
keputusan pemberian pembiayaan hanya berdasarkan rekomendasi dari kelom-
pok atau orang tertentu. Kecepatan proses merupakan sebuah kekuatan bagi
institusi keuangan mikro syariah karena hampir sebagian anggota adalah mas-
yarakat golongan ekonomi menengah ke bawah dan memiliki tingkat pendidikan
yang tidak begitu tinggi, yang tidak mengerti masalah prosedur pengajuan per-
mohonan pinjaman di bank umum.

Pembiayaan yang dilakukan dengan prinsip bagi hasil memberikan kemudahan
bagi nasabah karena menganut prinsip win-win solution. Ini berarti bahwa pada
akad perjanjian dikemukakan bahwa keuntungan yang dibagikan akan semakin
besar sesuai dengan peningkatan keuntungan dari anggota itu juga. Kalau men-
gamati pembiayaan mudharabah, maka pada sistem tersebut diterapkan sistem
bagi hasil dan kerugian (profit and loss sharing) sesuai dengan kesepakatan ber-
sama. Dengan hal ini pihak ynag memberikan pembiayaan menanggung 100%
dana pembiayaan yang diajukan/diusulkan oleh pengusaha (debitur) dalam ben-
tuk pengadaan barang modal. Jika terdapat keuntungan maka akan dibagi ber-
sama. Jika terjadi kerugian maka institusi keuangan mikro syariah akan menarik
kembali barang modal tadi, kecuali kalau kerugian tersebut terjadi karena ke-
cerobohan atau kelalaian pihak pengusaha, maka bisa ditempuh tindakan lain.

Pada prinsipnya pembiayaan yang dilakukan tidak membebani anggota. Ini men-
jadi salah satu kekuatan karena kecenderungan masyarakat adalah menging-
inkan adanya kepraktisan dalam urusan keuangan baik untuk menyimpan atau
mengajukan pembiayaan dengan biaya yang murah.
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d. Variasi Produk

Institusi keuangan mikro syariah yang menerapkan konsep BMT dianggap memi-
liki produk yang lebih bervariasi dan fleksibel dibandingkan lembaga keuangan
lainnya. Salah satu yang menarik adalah adanya penawaran beberapa produk
yang mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas ibadah kepada Allah SWT.
Produk-produk simpanan seperti Simpanan Haji, Simpanan Umroh, Simpanan
Agiqah, Simpanan Walimah, dan Simpanan Qurban merupakan sarana pem-
belajaran yang baik bagi muslim untuk memulai sejak dini menyisihkan dana
mereka demi menjalankan ibadah kepada Allah SWT. Disamping produk sim-
panan ada juga produk-produk pinjaman yang cukup banyak diminati oleh an-
ggota seperti pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan
murabahah.

Nilai transaksi yang dilayani tidak harus besar, sehingga banyak nasabah yang
tertarik untuk memakai pembiayaan ini sebagai alternatif untuk memenuhi ke-
butuhan. Variasi produk inilah yang membuat institusi keuangan mikro yang
menerapkan konsep BMT lebih dinamis dan kreatif dalam menjalankan usaha.
Prospek yang baik ini merupakan modal untuk berkiprah di dalam membangun
ekonomi umat.

e. Lokasi yang Strategis.

Lokasi pendirian sebuah institusi keuangan mikro syariah merupakan salah satu
unsur yang mendapat perhatian khusus bagi para pendiri. Penentuan lokasi
akan mempengaruhi prospek usaha secara jangka panjang. Secara logika seder-
hana, masyarakat akan mencari institusi keuangan mikro syariah yang mudah
dijangkau. Sebagian besar institusi keuangan mikro syariah berada di pasar, se-
dangkan lainnya terletak di lokasi lainnya seperti masjid, pesantren, balai desa,
dan lain-lain.

Pengelola institusi keuangan mikro syariah membidik masyarakat yang kebanya-
kan golongan pedagang kecil sampai pedagang menengah. Bagian pemasaran
akan masuk ke pasar-pasar yang memberikan pelayanan langsung kepada ang-
gota. Bisa jadi para anggota baik penyimpan maupun penerima pembiayaan ti-
dak mengetahui di mana lokasi kantornya. Hal ini terjadi karena mereka terbiasa
dilayani di tempat usaha mereka masing-masing.
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f.  Penyaluran Pembiayaan Berbasis Komunitas

Salah satu keunggulan dari institusi keuangan mikro syariah yang menerapkan
konsep BMT adalah kemampuannya untuk masuk ke dalam komunitas mas-
yarakat tertentu, seperti komunitas petani, nelayan, pasar, pengrajin kuningan,
pengrajin batik, dan lain sebagainya. Dengan demikian, institusi keuangan mikro
syariah memiliki hubungan yang sangat baik dengan para anggotanya karena
berbasis komunitas dan kekeluargaan, sehingga timbul kepercayaan yang tinggi
antara institusi keuangan mikro syariah dan komunitas anggotanya.

g. Pembiayaan Berbasis Sektor Riil.

Sektor riil menjadi primadona bagi pengembangan institusi keuangan mikro sya-
riah. Pembiayaan syariah yang ditawarkan mendorong anggotanya untuk secara
aktif berkontribusi di sektor riil. Hal ini sejalan dengan konsep keuangan syariah
yang mengharuskan harta (simpanan) untuk berputar di sektor produktif, se-
hingga tumbuh dan berkembangnya institusi keuangan mikro syariah berjalan
beriringan dengan tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha produktif para an-
ggotanya.

h. Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini sering kali diwujudkan dengan menga-
dakan kegiatan-kegiatan dalam bentuk pengajian untuk anggota dan pengelola
secara rutin sebulan sekali, pelatihan peningkatan kapasitas anggota dan pen-
gelola, baik berupa pendampingan usaha dan pendampingan untuk lepas dari
jeratan rentenir, pembentukan kelompok untuk skema tanggung renteng, pro-
gram literasi keuangan syariah, pemberian beasiswa pendidikan bagi putra putri
anggota, program bantuan bagi fakir miskin untuk meningkatkan taraf hidupnya
(mustahik menjadi muzakki), dan pemberian pembiayaan dengan skema gardh
al-hasan (pembiayaan tanpa marjin/bagi hasil). Fungsi ini dapat berjalan dengan
baik karena dioptimalisasikannya Baitul Maal dengan baik.
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a. Isu Integritas Pengelola

Institusi keuangan mikro syariah sebagai Lembaga keuangan sangat bergantung
pada tingkat kepercayaan masyarakat. Dengan demikian masalah kepercayaan
nasabah atau anggota menjadi salah satu kunci utama keberhasilan institusi
keuangan mikro syariah. Banyak kasus institusi keuangan mikro syariah yang ko-
laps atau bangkrut dipicu oleh masalah kepercayaan ini. Saat ini, institusi keuan-
gan mikro syariah belum menjadi pilihan bagi masyarakat untuk menyimpan
atau menginvestasikan uangnya. Yang ada dalam benak orang jika ingin meny-
impan uangnya pasti teringat bank, tidak sedikit pun teringat institusi keuangan
mikro syariah, karena berbagai keterbatasan institusi keuangan mikro syariah
yang menyebabkan masyarakat lebih percaya kepada bank.

b. Isu Sumber Daya Manusia

Institusi keuangan mikro syariah memiliki beberapa isu sumber daya manusia,
seperti kurangnya kompetensi pengurus dan pengelola, kurangnya pemahaman
pengelola terhadap ilmu keuangan (teknik pengelolaan lembaga keuangan),
dan ketidakamanahan pengurus dan pengelola. Pada isu kurangnya kompeten-
si, hal ini terjadi karena kurang efektifnya program pengembangan, pelatihan,
dan pembinaan sumber daya insani, khususnya terkait aspek penguatan akhlak
dan kedisiplinan. Pada isu pemahaman pengurus dan pengelola tentang ilmu
keuangan, hal ini terjadi karena tidak semua pengurus dan pengelola memiliki
latar belakang keuangan syariah. Adanya kesengajaan dari pengurus dan pen-
gelola untuk melakukan side streaming keuangan. Yang terakhir, sering juga
terjadi ketidakamanahan/kurang nya integritas pengurus dan pengelola karena
lemahnya sistem pengawasan.

c. Isu Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Saat ini, masih banyak institusi keuangan mikro syariah yang belum memiliki
Sistem Pengendalian Internal (SPI) baik dari segi sistem, infrastruktur, maupun
SDM yang berkompeten dan independen. Hal ini menyebabkan banyak terjadi
risiko operasional yang tidak terdeteksi dengan segera.

d. Permodalan yang Terbatas

Institusi keuangan mikro syariah biasanya didirikan dengan modal yang terba-
tas, paling tidak bisa membeli peralatan kantor dan menutup biaya-biaya awal,
padahal semestinya institusi keuangan mikro syariah memerlukan modal yang
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lebih untuk pengembangan usaha selanjutnya. Kecukupan modal cenderung
kurang tercapai karena kecenderungannya pemodal yang berinvestasi di insti-
tusi keuangan mikro syariah bermotif sosial keagamaan sehingga modal yang
disalurkannya pun tidak begitu besar. Di sisi lain, status institusi keuangan mikro
syariah adalah sebuah koperasi atau Kelompok Swadaya Masyarakat yang inde-
penden sehingga institusi keuangan mikro syariah tidak memiliki basis permoda-
lan yang kuat.

Tidak seperti bank-bank umum atau BPRS yang berada dibawah naungan Otor-
itas Jasa Keuangan (OJK), institusi keuangan mikro syariah tidak mendapat ja-
minan likuiditas permodalan. Hal ini sangat berdampak kepada daya saing di
mata anggota. Calon anggota biasanya lebih percaya kepada bank-bank umum
yang dananya dijamin LPS daripada kepada institusi keuangan mikro syariah
yang belum jelas latar belakang permodalannya. Keterbatasan modal ini juga
dapat menghambat proses pemberian pembiayaan bagi anggota penerima
pembiayaan.

e. Pendanaan yang terbatas

Salah satu masalah utama institusi keuangan mikro syariah adalah keter-
batasannya dalam pendanaan, karena anggota institusi keuangan mikro syariah
sebagian besar adalah masyarakat golongan ekonomi lemah, usaha mikro dan
bahkan masyarakat miskin. Terbatasnya akses dana kepada anggota ini menye-
babkan institusi keuangan mikro syariah mencari dana lain dari kreditur dengan
tingkat harga yang lebih tinggi. Di sisi lain, jumlah dana yang dapat diberikan
oleh kreditur dibatasi oleh ketentuan. Dengan demikian, umumnya institusi
keuangan mikro syariah memiliki financing to deposit ratio (FDR) yang jauh di
atas 100%. Masalah ini membuat BMT menjadi rentan terhadap siklus kebutu-
han anggota.

f.  Likuiditas dan Mismatch

Likuiditas memiliki keterkaitan yang erat dengan kemampuan akses ke sumber
pendanaan dan kemampunan mengelola likuiditasnya. institusi keuangan mikro
syariah menghimpun dana dan menyalurkan pembiayaan tidak berbeda dengan
bank, yaitu menganut pendekatan pooling of fund, yang menghimpun semua
jenis simpanan, yang pada umumnya jangka pendek dan dapat diambil sewak-
tu-waktu, untuk disalurkan ke pembiayaan jangka menengah. Hal ini menimbul-
kan masalah likuiditas dan mismatch. Jika institusi keuangan mikro syariah men-
galami kesulitan likuiditas, seperti pada masa Ramadhan-Lebaran dan tahun
ajaran baru, institusi keuangan mikro syariah tidak memiliki pasar uang antar in-
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stitusi keuangan mikro syariah seperti halnya bank, juga tidak memiliki APEX na-
sional sebagai lender of the last resort. Jika masalah ini dibiarkan berlarut-larut,
institusi keuangan mikro syariah akan rentan sekali untuk kolaps karena masalah
likuiditas dan mismatch ini.

g. Kurangnya Sosialisasi Institusi Keuangan Mikro Syariah

Perlu disadari bersama bahwa sosialisasi tentang institusi keuangan mikro sya-
riah yang menerapkan konsep BMT masih kurang, sehingga banyak masyarakat
yang belum memahami nya. Pengelola dan pengurus institusi keuangan mikro
syariah perlu meningkatkan upaya dalam mengenalkan institusi keuangan mikro
syariah kepada masyarakat umum karena masyarakat masih belum aware den-
gan produk pembiayaan dan tabungan syariah. Kurangnya sosialisasi ini juga
berdampak kepada kepercayaan masyarakat terhadap institusi keuangan mikro
syariah yang menerapkan konsep BMT. Mereka cenderung berpaling dari in-
stitusi keuangan mikro syariah yang dianggap lembaga keuangan kecil yang ti-
dak meyakinkan keberadaannya. Hal ini sering dialami khususnya bagi institusi
keuangan mikro syariah yang berada di kawasan perkotaan yang sudah dipenuhi
dengan lembaga-lembaga keuangan konvensional berbasis bunga.

Kelemahan yang melekat pada diri institusi keuangan mikro syariah tidak be-
rarti bahwa institusi keuangan mikro syariah tidak bisa berkembang lebih baik
lagi. Masih banyak peluang yang dimiliki untuk mengembangkan diri menjadi
lembaga keuangan yang bisa menjadi andalan masyarakat. Pertama, berkem-
bangnya teknologi informasi di industri keuangan memberikan kesempatan
untuk meningkatkan dan memperluas layanan kepada masyarakat. Kehadiran
teknologi keuangan atau financial technology (fintech) yang juga masuk ke seg-
men keuangan mikro (fintech-mikro), termasuk keuangan mikro Syariah, jika
disikapi dengan tepat, dapat menjadi peluang untuk mengatasi masalah disisi
pendanaan dan disisi pengumpulan zakat-infak-sedekah dan wakaf (ZIS-Waf)
untuk Baitul Maal. Fintech tidak menganut pendekatan pooling of fund, namun
menganut pendekatan allocation of fund, sehingga adopsi fintech-mikro oleh
institusi keuangan mikro syariah akan juga menyelesaikan masalah likuiditas dan
mismatch.

Kedua, masih rendahnya inklusi keuangan bagi masyarakat yang unbankable
membuka peluang institusi keuangan mikro syariah untuk terus memperluas
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market share-nya. Ketiga, semakin banyak masyarakat yang menyadari baha-
ya riba, membuat institusi keuangan mikro syariah yang memberikan layanan
keuangan syariah memiliki peluang untuk berkembang. Kemudian, dukungan
regulasi dari pemerintah untuk memperkuat industri institusi keuangan mikro
syariah juga menjadi peluang bagi institusi keuangan mikro syariah.

Sistem pengawasan yang belum terintegrasi antar tingkat pemerintahan mem-
buat lemahnya pengawasan terhadap institusi keuangan mikro syariah. Pada
saat yang sama, masih banyak SDM lembaga pengawas yang juga belum mema-
hami sistem keuangan syariah.

Selain itu, belum adanya regulasi yang mengatur persaingan di industri keuan-
gan membuat banyak lembaga keuangan lainnya seperti bank dan fintech den-
gan mudah masuk ke pasar keuangan mikro. Infrastruktur, ketersediaan modal,
dan sistem perbankan yang sudah jauh lebih kuat menjadikan institusi keuan-
gan mikro syariah mudah tersaingi oleh sektor perbankan dalam memberikan
layanan keuangan bagi sektor mikro.
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V. MEMBANGUN INSTITUSI
KEUANGAN MIKRO
SYARIAH YANG
BERKELANJUTAN
(SUSTAINABLE)

Visi

Mewujudkan institusi keuangan mikro syariah yang menerapkan konsep dan
spirit Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang berkelanjutan berdasarkan nilai dan
prinsip Islam serta bercirikan ekonomi kerakyatan dalam rangka meningkatan
kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah.

Misi

Beberapa misi dari institusi keuangan mikro syariah yang diturunkan dari Visi
yang dimiliki, meliputi:

1. Mendorong institusi keuangan mikro syariah yang sehat dan tumbuh
berkesinambungan.

2. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sistem ekonomi &
keuangan Islami.

3. Mengintegrasikan sektor keuangan mikro dengan sektor usaha mikro.

4. Memberikan layanan dan transaksi keuangan kepada masyarakat ber-
penghasilan rendah.
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Menurut Ledgerwood (2013) bahwa struktur pengelolaan kelembagaan untuk
mencapai keberlanjutan terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Monitoring, Pengelolaan Finansial dan Social Performance, mencakup:

a.

Sistem informasi: fungsi-fungsi pada core banking system, system pro-
vider, delivery channel dan system upgrading.

. Manajemen keuangan: rencana bisnis dan laporang keuangan.

c. Monitoring kinerja keuangan dan manajemen risiko: efisiensi dan pro-

dukfitas, indikator profitabilitas, kualitas aset, kecukupan modal, mana-
jemen likuiditas dan asset liabilities management.

. Manajemen social Performance: proses social performace, Indikator

social performance, laporan social performance, alat penilaian social
performance.

2. Tata kelola dan pengelolaan operasional, mencakup:

a.
b.

Tata kelola: pengurus, manajer dan strategi tata kelola

Manajemen Sumber Daya Manusia: Recruitment, pelatihan dan
pengembangan, gaji dan insentif dan kinerja manajemen.

Manajemen Produk: pengembangan produk, perhitungan biaya pro-
duk, harga produk dan pemasaran produk.

. Manajemen risiko: Kontrol lingkungan, penilaian risiko, monitoring, in-

ternal kontrol, internal auditor, eksternal auditor.

Menurut Zeller and Meyer (2002) dalam buku “The Triangle of Microfinance
:Financial Sustainability, Outreach dan Impact” menguraikan bahwa lemba-
ga-lembaga keuangan yang sukses (sustain) menjalankan 3 (tiga) sisi segitiga,
yaitu: mengelola masalah-masalah keterjangkauan (menjangkau orang miskin
baik dari jumlah dan tingkat kemiskinannya), sustainabilitas keuangan (menutup
biaya operasional dalam jangka panjang), dan dampak (memiliki dampak yang
nyata terhadap kualitas hidup nasabah).
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Gambar 4. The Triangle of Microfinance

Kerangka ini menjelaskan fenomena atau karakteristik dari suatu kondisi popula-
si lembaga keuangan mikro syariah. Aspek-aspek dalam roadmap ini mencakup
aspek kelembagaan (institutional), keuangan (financial) dan dukungan eksternal
yang tergambarkan pada kerangka konseptual berikut ini:

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Berpenghasilan Rendah

BMT yang Sustainable berdasarkan nilai dan prinsip Islam serta
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Bagan 7. Kerangka Sustainabilitas Institusi Keuangan Mikro Syariah

Sumber : Data Diolah
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Untuk membangun institusi keuangan mikro syariah yang berkelanjutan, dapat
dilakukan dengan 3 (tiga) pendekatan, yaitu (1) penguatan kelembagaan, oper-
asional, dan finansial ; (2) penguatan lembaga dan sistem pengawasan; dan (3)
penguatan infrastruktur pendukung.

. PILAR PENGUATAN (SUSTAINABILITAS) BMT

Mewujudkan
BMT Yang Sustainable
Berdasarkan Nilai Dan Prinsip Islam
serta bercirikan ekonomi kerakyatan
Dalam Rangka Meningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berpenghasilan Rendah

L Mendorong Industri keuangan mikro syariah yang sehat dan tumbuh berkesinanbungan
2. sistem ekonomi & keuangan Islami (literasi keuangan Islam)

3. Mengi ikan sektor k mikre dengan sektor usaha mikre.
4. Memberikan layanan dan transaksi kepada rendah

Meningkatkan
Efektifitas

LEELEDT
Ketentuan
yang ada
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& Finansial BMT
Infrastruktur Pendukung
Lembaga Dan Sistem
Pengawasan

Gambar 5. Pilar Penguatan Institusi Keuangan Mikro Syariah

A. Mendorong Penguatan Kelembagaan, Operasional, dan Finansial Insti-
tusi Keuangan Mikro Syariah

Institusi Keuangan Mikro Syariah yang menerapkan konsep BMT merupakan
lembaga keuangan yang hadir untuk melayani kebutuhan finansial dari mas-
yarakat yang tidak dapat terlayani dengan baik oleh lembaga keuangan lainnya,
institusi keuangan mikro syariah diakui memberikan dampak positif terhadap
kesejahteraan sosial-ekonomi pada masyarakat berpenghasilan rendah dan mi-
skin. Karakteristik institusi keuangan mikro syariah yang menerpakan konsep
dan prinsip BMT adalah kemudahan akses dan kenyamanan bagi masyarakat
berpenghasilan rendah dan miskin oleh karena fleksibelitas dalam pelayanannya
serta memahami kebutuhan transaksi nasabahnya. Fleksibilitas tersebut dapat
tercapai karena tidak banyaknya regulasi, skala usaha yang kecil dan umumnya
beroperasi dalam wilayah yang terbatas.
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A.1. Penguatan Kelembagaan

1) Penyebutan konsep dan spirit BMT dapat mewakili seluruh gerakan
Institusi Keuangan Mikro Syariah di Indonesia.

BMT menjadi sebuah model yang sangat khas di Indonesia karena dibangun
dengan basis luas dan melibatkan sektor usaha mikro. Ini dapat menjadi kekua-
tan pengembangan ekonomi syariah di sektor keuangan berbasis mikro dengan
cakupan yang luas. Sekaligus merangkum aplikasi keuangan mikro syariah men-
jadi referensi utama menguatkan branding Indonesia sebagai tempat terbesar
lembaga keuangan syariah.

Perlu adanya penyebutan nama yang dapat mewakili seluruh Lembaga Keuangan
Mikro Syariah dan tanpa menghubungkan dengan istilah sebagaimana dalam
UU No. 25 Tahun 1992 maupun UU No. 1 Tahun 2013 berikut ketentuan-keten-
tuan terkaitnya. Serta merujuk pada awal tumbuhnya Institusi Keuangan Mikro
Syariah ditanah air, dimana para tokoh pendirinya telah memberikan penyebu-
tan konsep, gerakan, dan nama Baitul Maal Wa Tamwil disingkat BMT.

Adapun penjelasan secara konseptual fungsi dari Baitul Maal Wa Tamwil adalah
sebagai berikut :

e Baitul Maal (Bait = Rumah, Maal = Harta) menerima titipan dana zakat, in-
fak, shadagah dan wakaf serta mengoptimalkan distribusinya sesuai den-
gan pengelolaan berdasarkan prinsip syariah.

e  Baitul Tamwil (Bait = Rumah, at Tamwil = Pengembangan Harta) melaku-
kan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam
meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama den-
gan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan
ekonominya.

Penyebutan BMT diharapkan akan menjadi gerakan masyarakat yang bersifat
bottom-up, sehingga gerakan dan praktik keuangan mikro syariah menjadi lebih
dikenali oleh lapisan masyarakat.
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Dalam perkembangannya terdapat varian lain dari BMT yang tidak menggu-
nakan istilah dan konsep BMT, seperti Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), na-
mun secara substansi (fungsi sosial dan fungsi ekonomi) sama dengan gerakan
BMT secara umum.

2)  Pengaturan Sertifikasi Kualifikasi Pengelola

Peraturan Menteri Koperasi Dan UKM Rl Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Kuali-
fikasi Nasional Indonesia Bidang Pengelola Koperasi Simpan Pinjam Dan Pem-
biayaan Syariah/Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Koperasi, telah
menetapkan Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengelola Koperasi Simpan
Pinjam Dan Pembiayaan Syariah/ Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah
Koperasi (KSPPS/USPPS Koperasi) dengan jenjang kualifikasi 3 sampai dengan
7. Jenjang kualifikasi tersebut cukup komprehensif dan dapat diterapkan untuk
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan sertifikasi kompetensi, pro-
gram pengembangan sumber daya manusia dan pengakuan kesetaraan kualifi-
kasi.

Peraturan tersebut perlu pengembangan kembali agar dapat ditingkatkan pen-
erapannya oleh para pengelola institusi keuangan mikro syariah, seperti meng-
kaitkan peraturan tersebut dengan peraturan penerbitan ijin usaha KSPPS/
USPPS sebagai diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi Dan UKM No. 11/
Per/M.KUKM/XII/2017 akan mensyaratkan adanya jenjang kualifikasi minimal
dari pengelola koperasi, peraturan pemeringkatan koperasi dan tingkat keseha-
tan koperasi yang menetapkan jenjang kualifikasi sebagai salah satu parameter
utama dalam penilaian.

Program-program pelatihan yang diadakan oleh pemerintah, Asosiasi/APEX,
internal institusi keuangan mikro syariah maupun pihak lainnya nantinya akan
mengacu dan secara berkesinambungan mengikuti kerangka kualifikasi kom-
petensi peraturan tersebut. Melalui mekanisme ini akan mendorong para pen-
gelola koperasi untuk terus meningkatkan kompetensinya, apabila program ini
dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten akan menjadi faktor yang
signifikan terhadap penguatan institusi dan industri.
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Survey pada beberapa institusi keuangan mikro syariah yang menerapkan kon-
sep BMT di berbagai daerah menunjukkan adanya korelasi yang cukup tinggi
antara penguatan kelembagaan maupun penguatan finansial dengan tingkat
kompetensi dari para pengurusnya.

3) Peningkatan Kompetensi SDI

a) Modul Pelatihan Kompetensi Berjenjang dan Sertifikasi profesi

institusi keuangan mikro syariah agar dapat bertumbuh dengan sehat mengha-
ruskan bagi setiap manajer atau pengelola bekerja berdasarkan standar kompe-
tensi sesuai yang ditetapkan oleh regulator. Hal tersebut sejalan dengan dengan
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015
Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan pembiayaan Syariah
oleh Koperasi.

Untuk menghasilkan SDM yang handal, juga mendorong penyelenggaraan pen-
didikan dan pelatihan yang berbasis kepada kompentensi, melalui Peraturan
Menteri Koperasi Dan UKM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Kualifikasi Nasional
Indonesia Bidang Pengelola Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah/
Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi telah mengatur pers-
yaratan sertifikasi profesi untuk pengurus dan pengelola melalui modul pelati-
han berjenjang kualifikasi kompetensi.

Agar menjadi gerakan yang masif, maka sertfikasi profesi pengelola tersebut
juga menjadi syarat bagi institusi keuangan mikro syariah yang akan meningkat-
kan kapasitas dan kompleksitas usahanya, seperti pembukaan kantor cabang,
peningkatan status perijinan usaha dan lainnya.

b) Pusat Pelatihan dan Pengembangan Institusi Keuangan Mikro Syariah

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Rl Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Kuali-
fikasi Nasional Indonesia Bidang Pengelola Koperasi Simpan Pinjam Dan Pem-
biayaan Syariah/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi telah
mengatur jenjang kualifikasi bagi pengelola KSPPS/USPPS. Modul pelatihan
kualifikasi kompetensi yang telah disusun secara berjenjang ini akan menjadi
acuan bagi seluruh pendidikan dan pelatihan institusi keuangan mikro syariah
ditanah air. Mengingat jumlah pengurus dan pengelola yang harus disertifikasi
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tersebar ditanah air dan jumlahnya sangat banyak, maka untuk percepatan pen-
ingkatan kompetensi sesuai kualiifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi
Profesi perlu adanya sarana dan prasarana berupa tersedia gedung dan sarana
mangajar dan lembaga penyelenggara.

Diharapkan tujuan pelatihan untuk mencetak kualitas pengelola dan manajer
yang handal dan profesional sesuai standar kompetensi nasional dapat men-
dorong peningkatan kualitas institusi keuangan mikro syariah khususnya dan in-
dustri keuangan mikro syariah pada umumnya.

¢) Program pelatihan yang terhubung dengan lembaga pendidikan formal.
Pengembangan kurikulum institusi keuangan mikro syariah baik pada tingkat Se-
kolah Menengah Kejuruan maupun perguruan tinggi. Keterlibat perguruan ting-
gi selain menyiapkan SDM yang telah memiliki pengetahuan dan pemahaman
keuangan mikro syariah, juga akan mendorong adanya penelitian dan kajian-ka-
jian terhadap keuangan mikro syariah.

d) Konsultasi, pendampingan usaha, advokasi dan bantuan hukum.

Program pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi tersebut antara lain:
Penguatan konsolidasi pemangku kepentingan, Pembangunan jaringan komu-
nikasi pelaku usaha dengan pengambil kebijakan, Advokasi bersama dalam
perundang-undangan; Advokasi kebijakan agar koperasi mendapat prioritas,
pendapampingan usaha bagi yang baru atau ingin meningkatkan kinerja mana-
jemennya.

4) Pengembangan Fungsi Sosial dan Dakwah Islam (Baitul Maal)

Di dalam institusi keuangan mikro syariah yang menerapkan konsep dan spirit
BMT melekat amanah untuk menjalankan fungsi sosial, baik sebagai penghim-
pun dana-dana Zakat, infag, shadagah dan wakaf maupun mampu menyalurkan
atau menjalankan program pemberdayaan dana social/keagamaan yang ter-
kumpul kepada masyarakat kecil dan dhuafa. Keuangan sosial Islam (Islamic So-
sial Finance) tersebut memainkan peran cukup berarti dalam pelayanan keuan-
gan mikro, trennya mulai menunjukkan perkembangan yang positif khususnya
pada BMT yang telah mencapai keberlanjutan (sustainability).

Baitul Maal dapat juga diartikan sebagai social intermediary (intermediasi sosial)
sebagai proses untuk menciptakan modal sosial sebagai dukungan terhadap sus-
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tainable finansial intermediation bagi masyarakat miskin atau berpenghasilan
rendah. Kegiatan-kegiatan seperti pembentukan kelompok tanggung renteng,
literasi keuangan, pengembangan kepercayaan diri (leadership), pendampingan,
dan lainnya adalah bagian dari menciptakan modal sosial dan penguatan funda-
mental sosial dan ekonomi bagi anggota BMT. Disinilah pusat atau jantung dari
pemberdayaan yang dilakukan oleh BMT.

Intermediasi sosial menjadi penting bagi anggota yang berasal dari kaum miskin,
kelompok marjinal, pengusaha mikro atau orang yang selama ini termarjinalkan
secara social dan ekonomi tapi tidak tertutup kemungkinan pengusaha kecil juga
membutuhkannya. Proses intermediasi sosial intinya mempersiapkan dan mem-
berdayakan individu agar siap masuk ke dalam dunia usaha. Kegiatan interme-
diasi finansial yang berada di Baitul Tamwil membutuhkan modal social karena
pembiayaan bergantung pada ‘trust’ antara peminjam (anggota) dan pemberi
pinjaman (BMT). ‘Trust’ dapat terbentuk bila anggota-anggota yang ada mem-
punyai kapasitas dan kapabilitas untuk menerima pembiayaan dan menjalank-
an usaha dengan baik. Aspek-aspek intermediasi sosial dapat meliputi: literasi
keuangan, pembukuan sederhana, ketrampilan manajemen, produksi, pemasa-
ran, bahkan sampai kesehatan, edukasi, nutrisi dlinya.

Disamping itu Baitul Maal selain menjalankan intermediasi sosial mempunyai
peluang melakukan mobilisasi penghimpunan zakat produktif, shadaqah, infaq,
dana sosial lainnya serta wakaf uang. Sehingga BMT menjadi salah satu lem-
baga yang dapat mengintegrasikan dan mengkombinasikan sumber keuangan
sosial dan sumber keuangan komersial dengan penyaluran untuk tujuan pem-
berdayaan masyarakat kecil, miskin dan marjinal.

Disamping itu di dalam Baitul Maal juga terjadi proses pembinaan Agama dan
pengajian rutin bagi anggota dan staff BMT, termasuk didalam nya dakwah untuk
anggota dan masyarakat umum. Kemudian terdapat juga proses pembentukan
pribadi dan keluarga Muslim ideal melalui program-program sosio-religius yang
terencana dan terukur. Pada akhirnya fungsi Baitul Tamwil dan Baitul Maal ha-
ruslah seimbang minimal Baitul Maal dapat berfungsi dan berjalan sebagaimana
mestinya.
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A.2. Penguatan Operasional
1) Pengembangan Jenis Kegiatan usaha

Kegiatan usaha BMT sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi Dan
Usaha Kecil Dan Menengah RI Nomor 11/Per/M.KUKM/XI1/2017 Tentang Pelak-
sanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi
pada Bab VIl Pasal 19 Kegiatan Usaha, seiring dengan perkembangan teknologi
finansial (fintech) yang semakin luas dipergunakan perlu adanya pengemban-
gan kegiatan usaha BMT berupa pemberian layanan transaksi keuangan dengan
bertindak sebagai agen dari penyelenggara resmi layanan transaksi keuangan
berbasis teknologi finansial, yaitu: agen pengiriman uang, agen penerimaan
pembayaran tagihan (telepon, listrik, PAM, dll), agen dalam mempertemukan
antara pemilik dana (investor) dengan pelaku usahanya, agen penjualan produk
lembaga keuangan lainnya, agen penjualan produk-produk anggota dengan ses-
ama anggota maupun masyarakat, pengelolaan usaha inti (core business) koper-
asi melalui badan usaha terafiliasi dari BMT.

Sesuai karakteristiknya sebagai badan hukum koperasi, maka pengembangan
dan inovasi terhadap produk dan layanan yang berkaitan dengan penghim-
punan dana dapat dilakukan lebih fleksibel. Pengembangan dan inovasi produk
pendanaan agar efisien dan efektif dapat dilakukan oleh asosiasi atau lembaga
APEX bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional (DSN). Pengembangan ak-
tivitas akses pendanaan juga pada program-program linkage penyaluran dana
dari kreditur, pemberian donor/hibah dan lainnya

2) Pengembangan Pedoman Standar Operasional dan Sistem Pengenda-
lian Internal

Pelayanan dan operasional BMT sangat bervariasi, baik dari segi kompleksitas
maupun volume usahanya. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan pe-
doman operasional sesuai kebutuhan dan tingkat kompleksitas masing-masing.
Pedoman standar tata kelola operasional akan merujuk pada standar-standar
yang dikeluarkan oleh regulator dan praktik-praktik terbaik (best practices) pen-
gelolaan BMT, serta standar-standar yang berlaku seperti Fatwa DSN-MUI dan
PSAK. Kemenkop dan UKM telah menerbitkan beberapa peraturan yang berisi
pedoman operasional BMT antara lain: Nomor 16/Per/M.KUKM/I1X/2015 Ten-
tang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh
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Koperasi, dan Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan
Perkoperasian.

Tersedianya pedoman standar yang mencakup pedoman standar sistem pengen-
dalian internal, pedoman standar operasional dan pedoman standar akuntansi,
akan memberikan manfaat optimal bagi pengelola BMT, membantu pencapaian
tingkat kesehatan operasional dan keuangan BMT yang lebih baik, serta menjadi
bagian signifikan untuk menciptakan industri BMT yang kuat.

Dengan demikian, diupayakan agar kualitas manajemen dan operasional BMT
lebih baik atau setidaknya sebanding dengan lembaga keuangan lain seperti per-
bankan, serta diharapkan dapat meningkatkan kinerja operasional BMT sebagai
lembaga keuangan.

Untuk memastikan dan menjamin seluruh proses operasional dan fungsi mana-
jemen BMT berjalan dengan efektif dan efisien memerlukan adanya sistem pen-
gendalian internal. Sistem Pengendalian Internal merupakan mekanisme pen-
gawasan yang efektif oleh manajemen yang bertujuan membentuk BMT yang
kuat, sehat, transparan dan akuntabel, serta melindungi aset BMT dari tindakan
penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pada umumnya kelemahan dalam pelaksanaan pengawasan menjadi salah satu
faktor penyebab kesulitan usaha BMT dan faktor terjadinya fraud, antara lain:
a)  Akuntabilitas dan kewenangan pengurus yang tidak jelas.
b) Lemahnya sistem pengendalian seperti belum adanya dual control, pe-
misahan fungsi dan verifikasi dalam operasional BMT.
c) Kurang memadai kegiatan pengawasan dan audit internal.
d) Tidak dapat menerapkan sanksi yang tegas.

Mengingat sistem pengendalian internal merupakan bagian penting dan men-
jadi dasar kegiatan operasional BMT yang kuat, sehat, transparan, dan akunta-
bel, serta mengurangi terjadinya risiko kerugian dan penyimpangan, maka perlu
adanya penyusunan standar sistem pengendalian internal BMT. Sistem pen-
gendalian internal sekurang-kurangnya mencakup pengawasan oleh pengawas,
pengurus dan pengelola, budaya pengendalian, kegiatan pengendalian, sistem
akuntansi dan pemisahan fungsi.



58 Komite Nasional Keuangan Syariah

3) Pengembangan Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan (TKS)

BMT sebagai lembaga keuangan mikro bertumpu pada kepercayaan masyarakat
(anggota), baik dalam penghimpunan dana maupun dalam penyaluran pem-
biayaannya. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat tersebut perlu adanya
transparansi terhadap kondisi BMT, sehingga perlu adanya sistem penilaian ter-
hadap kinerja atau pemeringkatan BMT. Peraturan Menteri Koperasi Dan Us-
aha Kecil Dan Menengah Rl Nomor 21/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pemer-
ingkatan Koperasi, telah mengatur mengenai kerangka pemeringkatan koperasi
secara umum, mengingat KSPPS/USPPS memiliki karakteristik sebagai lembaga
keuangan mikro, sehingga parameter atau indikator pemeringkatannya akan
berbeda dengan pemeringkatan koperasi sebagaimana diatur dalam peratur-
an menteri tersebut di atas. Perlu adanya pengembangan peraturan mengenai
sistem pemeringkatan penilaian kinerja BMT dengan parameter atau indikator
sesuai dengan karakteristiknya sebagai lembaga keuangan mikro syariah. Pe-
nilaan kinerja BMT tetap harus didasarkan pada prinsip kemampuan institusi
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kecil dan dhuafa, kemandirian opera-
sional dan kemandirian keuangan serta aspek sosial (maal). Terdapat berbagai
pendekatan penilaian kinerja lembaga keuangan mikro, seperti CAMEL, Pearls,
Planet Rating Girafe, Microrate, Ledgerwood dan Kemenkop dan UKM.

Sistem penilaian kinerja nantinya akan dikaitan dengan peraturan pemberian
ijin usaha BMT maupun peraturan atau persyaratan lainnya, seperti pemberian
penjaminan dari LPS, program penyaluran dana bergulir pemerintah dan pro-
gram-program lainnnya. Adanya sistem penilaian kinerja ini akan mendorong
BMT menjadi lebih fokus pada perbaikan atau peningkatan kinerjanya. Pengala-
man pada lembaga keuangan mikro BPR/S adanya penilaian tingkat kinerja atau
tingkat kesehatan BPR/S terbukti berdampak positif terhadap penguatan insti-
tusi BPR/S, serta dalam jangka menengah mampu meningkatkan penguatan in-
dustri BPR/S itu sendiri.

A.3. Penguatan Finansial
1) Pengembangan Kriteria Permodalan
Permodalan koperasi, baik modal yang menentukan kepemilikan (simpanan

pokok, simpanan wajib dan lainnya) maupun modal yang tidak menentukan
kepemilikan (simpanan sukarela, tabungan, simpanan berjangka dan simpanan
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lainnya) keduanya harus terus aktif dikembangkan. Permodalan yang menentu-
kan kepemilikan merupakan komponen modal yang turut menanggung risiko
pada koperasi atas kerugian yang dialami koperasi. Pada lembaga keuangan,
pertumbuhan komponen modal kepemilikan ini harus seiring dengan pertum-
buhan aktiva berisikonya (aktiva produktif berupa pembiayaan), tujuannya agar
pertumbuhan modal akan semakin meningkatkan kemampuan untuk menang-
gung risiko kerugian. Pada umum pertumbuhan komponen Modal Kepemilikan
pada BMT tergolong tidak seimbang dengan pertumbuhan aktiva berisiko atau
aktiva produktifnya, perlu adanya pengembangan kriteria komponen Mod-
al Kepemilikan (simpanan pokok, simpanan wajib dan lainnya) namun dengan
tetap mempertahankan prinsip, asas dan nilai-nilai koperasi serta memperhati-
kan Peraturan Menteri Koperasi Dan UKM RI Nomor 14/Per/M.KUKM/I1X/2015
Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah
oleh Koperasi khususnya pada Bab mengenai akuntansi Ekuitas, serta Peratur-
an Menteri Koperasi daan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 11/Per/M.KUKM/
IX/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan Pada Ko-
perasi.

Selain itu, BMT dapat mengoptimalkan pemodalannya dari dana wakaf tunai
tanpa mengurangi prinsip-prinsip syariah dari dana wakaf itu sendiri.

2) Pengembangan Akses Pendanaan

Kurangnya akses pendanaan bagi BMT seringkali menjadi penghambat berkem-
bangnya BMT. Banyak sumber-sumber dana yang tersedia di pasar, namun kare-
na keterbatasan BMT, sumber-sumber dana tersebut tidak dapat disalurkan
melalui BMT. Padahal pemerintah memiliki banyak program-program penang-
gulangan kemiskinan yang dapat dikolaborasikan dengan BMT, seperti dana KUR
Syariah, UMi, LPDB, dan lainnya.

BMT telah terbukti berperan meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup mas-
yarakat berpenghasilan rendah dan miskin, sekaligus menjalankan menjalank-
an program inklusi keuangan sampai pada tingkat yang paling bawah, dimana
portofolio pembiayaan BMT mayoritas merupakan pembiayaan kepada pelaku
usaha ultra mikro dan mikro.
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B. Pengembangan Infrastruktur Pendukung

1) Pembentukan APEX

Pembentukan lembaga APEX menjadi kebutuhan bagi BMT karena lembaga
tersebut berfungsi menyediakan fasilitas advokasi baik teknis maupun non-
teknis, dan pendanaan bagi BMT yang umumnya menghadapi masalah likuiditas
musiman.

Fungsi dan manfaat APEX BMT yang diharapkan antara lain sebagai berikut :

a) Fungsi Lender of Last Resort: Memberikan dukungan aspek finansial, khusus-
nya pada saat BMT mengalami kondisi kekurangan likuiditas/mismatch.

b) Fungsi Inter-BMT Islamic Money Market: Sebagai lembaga yang menyedi-
akan jasa sistem pembayaran khususnya dalam rangka pemindahan dana an-
tar-anggota APEX.

c) Fungsi agen transaksi: Melakukan kerjasama dalam pemanfaatan produk/
jasa berbasis teknologi informasi (seperti ATM), transfer dan pemasaran pro-
duk/jasa lainnya.

d) Fungsi Fintech: Ekosistem Digital untuk BMT, Payment Gateway, Peer to Peer
Financing/Social (Maal), e-commerce.

e) Memperoleh layanan-layanan lainnya dari APEX dalam rangka pengemban-
gan kapasitas dan kompetensi SDM BMT, seperti pendampingan dan pelatihan.

f) Sebagai perantara dari berbagai penyandang dana (donor, pemerintah, sum-
ber CSR) dan mengkoordinasikan penyaluran berupa pembiayaan melalui BMT
kepada nasabah yang tergolong masyarakat kecil dan dhuafa yang unbankable.

g) Lainnya seperti: pengembangan produk, Linkage pembiayaan, Konsultasi
manajemen dan pelatihan, Monitoring dan evaluasi, penyediaan sistem Tl dan
Management Information System (MIS).

Selain melalui asosiasi, pembentukan APEX BMT telah diupayakan melalui sin-
ergi antara asosiasi, Bank Umum Syariah (BUS) dan BMT, namun dalam real-
isasinya belum mampu menjalankan fungsi-fungsi APEX sesuai yang diinginkan,
terutama pada fungsi penyediaan likuiditas yang bersifat musiman.
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BMT membutuhkan organisasi besar untuk menjalankan fungsi APEX. Instansi
atau lembaga pemerintah yang memiliki prospek untuk menjadi lembaga APEX
nasional bagi BMT adalah sebagai berikut:

e PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) merupakan perusahaan keuangan
(pembiayaan) milik negara yang bertujuan memberikan solusi pembiayaan pada
Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK), bekerja sama dengan
lembaga-lembaga keuangan seperti Lembaga Modal Ventura, Bank Umum/Sya-
riah, Koperasi Simpan Pinjam, BPR/S, maupun Lembaga Keuangan Mikro/Syari-
ah lainnya.

e Kementerian Koperasi dan UKM membentuk Lembaga Pengelola Dana Ber-
gulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) yang bertugas
melaksanakan pengelolaan dana bergulir untuk pembiayaan KUMKM antara lain
berupa pinjaman dan bentuk pembiayaan lainnya yang sesuai dengan kebutu-
han KUMKM, dimana ketentuan mengenai kriteria KUMKM di tetapkan oleh
LPDB-KUMKM. Untuk melayani koperasi syariah dan pelaku usaha yang memi-
liki preferensi pada jasa pelayanan keuangan syariah, telah dibentuk Direktorat
Pembiayaan Syariah LPDB.

e Lainnya seperti asosiasi BMT atau koperasi sekunder.
2) Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan

Mengacu kepada UU LKM No. 1 tahun 2013 pada pasal 19, telah diamanahkan
pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan untuk menjamin simpanan mas-
yarakat. Dalam UU tersebut, pembentukannya diinisiasi oleh Pemerintah ber-
sama Pemerintah Daerah. Meskipun telah lebih dari enam tahun UU tersebut
diberlakukan, namun hingga saat ini belum terdengar adanya wacana yang seri-
us untuk pembentukan lembaga tersebut.

Kalangan pelaku BMT sangat berhadap adanya penjaminan simpanan yang
dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BMT

3) Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi

Lingkungan bisnis saat ini akan sangat dipengaruhi oleh teknologi. Sebagai con-
toh, operasional di beberapa lembaga keuangan mikro sudah membutuhkan te-
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knologi informasi untuk mendukung transaksi, administrasi, dan standardisasi
pelaporan. Saat ini mulai berkembang usaha keuangan mikro berbasis smart-
phone dalam menjaring dan mengontrol nasabahnya atau bahkan melayani
kebutuhan jasa keuangan nasabah (micro-fintech). Dengan demikian, lemba-
ga keuangan mikro tidak lagi dipandang sebagai institusi kecil yang tidak bisa
mengikuti perkembangan zaman.

Pesatnya pertumbuhan ekonomi digital dan potensi pasar dalam negeri yang
sangat besar, mendorong tumbuhnya perusahaan-perusahaan e-Commerce di-
tanah air. Perusahaan kelas dunia seperti Alibaba, e-Buy dan lainnya telah ma-
suk melalui perusahaan-perusahaan e-Commerce lokal Tokopedia, OLX, Lazada.
Pemasaran melalui Onlie atau e-Commerce akan memperluas jaringan pemasa-
ran dan berpotensi semakin meningkatkan volume penjualan. Peluang pemasa-
ran melalui e-Commerce sama dan dapat dimanfaatkan oleh kelas usaha apap-
un, mulai dari usaha supermikro hingga kelas usaha nasional.

Penggunaan platform e-Commerce akan menjadi kebutuhan bagi BMT untuk
meningkatkan perannya dalam memperluas jaringan keuangan mikro, mening-
katkan volume transaksi keuangan BMT dan mengintegrasikan pelaku usaha
dan produk dari para anggota BMT, mendorong pasar lebih transparan kare-
na sekaligus berfungsi sebagai kontrol terhadap kualitas produk yang ditawar-
kan anggota, serta database transaksi anggota dapat menjadi profil keuangan
dan mengurangi risiko asymmetric information dalam proses pemberian pem-
biayaan anggota.

Lembaga Layanan Pemasaran (LLP) Koperasi dan UKM merintis platform e-Com-
merce (marketplace) untuk para Koperasi dan UKM melalui sarana penjualan
online smescotrade.com. Berdasarkan hasil survei, sarana online tersebut belum
maksimal dimanfaatkam oleh para anggota BMT, sehingga masih perlu pengem-
bangan platform maupun strategi agar lebih maksmimal dimanfaatkan untuk
membuka peluang pasar dan meningkatkan ruang lingkup pelayanan BMT.

4) Pengkoordinasian Program Literasi Keuangan Syariah

Gerakan dan sosialisasi ekonomi syariah telah cukup lama berjalan, namun pe-
mahaman dan penerapannya terhadap ekonomi syariah khususnya pada lem-
baga keuangan syariah masih jauh dari yang diharapkan. BMT merupakan salah
satu bentuk penerapan ekonomi syariah yang paling dekat dengan masyarakat
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dan merupakan lembaga keuangan paling memenuhi dalam penerapan syari-
ahnya. Dengan demikian, perlu adanya gerakan dan sosialisasi untuk mem-
perkenalkan keuangan syariah melalui penerapan pada lembaga BMT.

Untuk mendukung gerakan tersebut perlu adanya berbagai infrastruktur, antara
lain adalah: Penyusunan standar sosialisasi, materi pelatihan dan modul pela-
tihan praktik operasional BMT, membangun jaringan dan media sosial garakan
penerapan BMT, menjadikan ekstra kurikulum modul pelatihan praktik opera-
sional BMT pada Kampus, sekolah dan pondok pesantren, sosialisasi dan kon-
sultasi serta pendampingan pendirian BMT di Masjid/majelis ta’lim dan koperasi
perkantoran, peningkatan kerjasama dengan dunia akademis, peningkatan ker-
jasama dengan para penggiat ekonomi syariah.

C. Penguatan Sistem dan Lembaga Pengawasan

Sejauh ini terdapat dua landasan hukum utama yang digunakan oleh dua otoritas
berbeda dalam pengaturan gerakan BMT, yaitu Undang-Undang Perkoperasian
dan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Masing-masing UU terse-
but memiliki implikasi pengawasan BMT yang bereda, dimana UU Perkopera-
sian menunjuk Kementerian Koperasi dan UKM sebagai pengawas dan UU LKM
menunjuk Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas. Masing-masing lembaga
tersebut memiliki sistem pengawasannya sendiri, padahal sistem pengawasan
sebaiknya memiliki satu standar yang sama. Dengan demikian, perlu dilakukan
beberapa langkah untuk memperkuat baik lembaga dan sistem pengawasan
BMT dengan penjabaran sebagai berikut:

1) Pengembangan Sistem Pengawasan dan Pembinaan

Peraturan Menteri Koperasi UKM No.17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang penga-
wasan koperasi dan Peraturan OJK No.14 /POJK.05/2014 Tentang Pembinaan
Dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, kedua peraturan tersebut memiliki
tujuan yang relatif sama dalam pengawasan, yaitu:

e Memastikan kondisi kinerja BMT yang sebenarnya;

e Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan praktik penyeleng-
garaan usaha BMT yang sehat;
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e Memastikan bahwa BMT telah melakukan upaya untuk dapat memenuhi ke-
wajiban kepada nasabah/anggota;

e Terwujudnya Koperasi yang akuntabel, yang kuat, sehat, mandiri, dan tang-
guh.

Untuk menjaga keberlanjutan (sustainability) industri, perlu ada standardisasi
sistem pengawasan BMT. Sistem Pengawasan BMT dilakukan dengan menggu-
nakan 2 pendekatan yaitu:

e Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan (Compliance Based Supervision/CBS),
yaitu pemantauan kepatuhan BMT terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait
dengan operasi dan pengelolaan BMT di masa lalu dengan tujuan untuk memas-
tikan bahwa BMT telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut
prinsip-prinsip kehati-hatian. Pengawasan terhadap pemenuhan aspek kepatu-
han merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Pengawasan
BMT berdasarkan Risiko;

e Pengawasan Berdasarkan Risiko, yaitu pengawasan BMT yang menggunakan
strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas BMT
dapat mendeteksi risiko yang signifikan secara dini dan mengambil tindakan
pengawasan yang sesuai dan tepat waktu.

Kewenangan pengawasan mencakup:

e Pengawasan BMT secara langsung (on-site supervision) terdiri dari pemer-
iksaan umum dan pemeriksaan khusus dengan tujuan untuk mendapatkan
gambaran keadaan keuangan BMT dan untuk memantau tingkat kepatu-
han BMT terhadap peraturan yang berlaku, serta untuk mengetahui apa-
kah terdapat praktik-praktik tidak sehat yang membahayakan kelangsun-
gan usaha BMT;

e Pengawasan tidak langsung (off-site supervision) yaitu pengawasan melalui
alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan BMT, laporan
hasil pemeriksaan dan informasi lainnya.

Kewenangan untuk mengenakan sanksi (right to impose sanction) dan kewenan-
gan untuk melakukan penyidikan (right to investigate) diberikan kepada pihak
berwenang sesuai dengan peraturang perundang-undangan yang berlaku. Men-
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jatuhkan sanksi kepada BMT ini lebih banyak mengandung unsur pembinaan
agar BMT beroperasi sesuai dengan prinsip dan aturan yang berlaku.

Lebih lanjut sistem yang ada diharapkan berkembang menjadi pembinaan dan
pengawasan bagi BMT seperti bagan dibawah ini.

Asset kecil

Asset besar

Pembinaan

Laporan sederhana

Laporan komprehensif

|
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t

|

|

|

|

|
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| —
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Manajemen Risiko

Pembinaan dan pengawasan BMT.

Pada dasarnya model diatas dikembangkan melihat pada aset yang dimiliki oleh
BMT, bila aset nya kecil maka pembinaan oleh otoritas terkait baik Kemenkop
UKM ataupun OJK menjadi dominan. Sebaliknya bisa aset nya besar maka yang
menjadi dominan adalah pengawasan tanpa meninggal kan unsur pembinaan

walaupun porsinya menjadi kecil. Di dalam pembinaan ada beberapa hal yang
harus diperhatikan yaitu:

a. batuan infrastruktur berikut technical assistance khsususnya BMT yang
beraset kecil,

b. manajemen BMT,
pengembangan IT atau digitalisasi,
d. laporan bulanan sifat nya wajib bagi semua BMT, namun untuk yang bera-

set kecil laporan nya sederhana sebaliknya yang beraset besar lebih kom-
prehensif.

o

Manajemen risiko sudah diterapkan sejak awal BMT berdiri namun menjadi san-
gat krusial implementasi nya ketika berangsur-angsur asset menjadi besar. Ke-
tika aset diatas rata-rata BMT yang lain maka implementasinya menjadi bahan



66 Komite Nasional Keuangan Syariah

pengawasan oleh otoritas terkait.
2)  Regulasi
a) Penyempurnaan Peraturan Penerbitan Izin Usaha (Entry Policy)

Untuk meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian izin usaha BMT,
khususnya berkaitan dengan cakupan wilayah operasinya, perlu adanya penyem-
purnaan dalam proses penerbitan izin usaha pendirian BMT (KSPPS dan USPPS).
Penerbitan izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah berdasarkan Pera-
turan Menteri Koperasi Dan UKM No. 11/Per/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelak-
sanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi
dan Peraturan Menteri Koperasi Dan UKM No. 11 Tahun 2018 Tentang Perijinan
Usaha Simpan Pinjam Koperasi sebagai berikut:

e Bupati atau walikota menerbitkan izin usaha KSPPS atau USPPS Koperasi
yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten atau kota;

e Gubernur menerbitkan izin usaha KSPPS atau USPPS Koperasi yang wilayah
keanggotaannya lintas daerah kabupaten atau kota dalam 1 (satu) daerah
provinsi; dan

e Menteri menerbitkan izin usaha KSPPS atau USPPS Koperasi yang wilayah
keanggotaannya lintas daerah provinsi.

Memperhatikan proses penerbitan ijin tersebut, dimana pertimbangan uta-
manya adalah kedudukan wilayah dari keanggotaanya, memiliki konseksuensi
bilamana BMT pendirian baru memenuhi syarat keanggotaan sebagaimana di-
maksud dapat langsung beroperasi pada tingkat lintas daerah provinsi. Hal ini
disadari belum sepenuhnya memperhatikan prinsip kehati-hatian BMT dan un-
tuk menjaga stabilitas dan kehandalan industri BMT perlu adanya penyempur-
naan kembali terhadap penerbitan ijin usaha KSPPS dan USPPS tersebut.

Proses perijinan akan direkomendasikan tetap akan melalui lembaga-lembaga
otoritas yang ada saat ini, namun untuk memenuhi prinsip kehati-hatian pelak-
sanaannya melalui pendekatan bertahap. Penerbitan ijin usaha baru atau pen-
ingkatan ijin usaha BMT dengan wilayah operasi tingkat kabupaten/kota tidak
dapat langsung diberikan pada tingkat lintas provinsi. Pemberian ijin akan ber-
tahap sesuai cakupan wilayah dengan terlebih dahulu dilakukan penilaian terh-
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adap perkembangan volume usaha dan kinerja BMT, serta penilaian/pengujian
terhadap Standar Kompetensi dan kredibilitas Pengurus, Pengawas Pengelola.
Adapun matrik perijinan berdasarkan cakupan wilayah operasi sebagai berikut:

v v
v v v v )
v v v v v

Proses perijian pendirian BMT baru hanya untuk cakupan wilayah operasi atau
wilayah keanggotaannya pada 1 (satu) Kabupaten, peningkatan cakupan wilayah
operasi harus terlebih dahulu melalui penilaian dan ijin masin-masing otoritas
sebagai tabel tersebut diatas.

Pemerintah dalam hal ini otoritas yang menerbitkan perijinan akan mendorong
pembentukan BMT dengan cakupan wilayah operasi kabupaten/kota yang ber-
basis pada komunitas, seperti Pondok Pesantren, Sekolah, Kampus, Pegawai
Perkantoran, Jamaah Masjid, komunitas Petani/Nelayan dan komunitas pelaku
usaha sejenis lainnya.

b) Penyusunan Peraturan Pembekuan dan Pencabutan Izin Usaha (Exit
Policy)

Peraturan Menteri Koperasi Dan UKM No. 11/Per/M.KUKM /XI1/2017 Tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Ko-
perasi dan Peraturan Menteri Koperasi Dan UKM No. 11 Tahun 2018 Tentang
Perijinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi, dalam hal pembekuan sementara izin
usaha, pencabutan izin usaha dan penutupan USPPS Koperasi atau pembubaran
KSPPS mekanisme pengaturannya belum secara terinci.

Pada umumnya regulator akan memberikan sanksi tegas terhadap lemba-
ga keuangan yang melanggar ketentuan, mengingat lembaga keuangan dapat
mengelola dananya karena adanya kepercayaan dari masyarakat. Sehingga perlu
sanksi tegas dikenakan jika terjadi pelanggaran yang dapat membahayakan ke-
langsungan industri lembaga keuangan tersebut.

Regulasi dan praktek terhadap pemberian sanksi tegas mulai dari yang ringan
hingga yang berat pada BMT belum berjalan sesuai yang diharapkan, oleh kare-
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na belum adanya mekanisme pengaturannya. Kondisi tersebut akan menimbul-
kan ketidakpastian atau keraguan bagi petugas pengawas jika ingin bertindak
tegas terhadap pengurus dan BMT yang melanggar kententuan.

Pengaturan mekanisme pembekuan sementara hingga pencabutan ijin usaha
(exit policy) BMT saat ini sangat diperlukan, sebagai tindakan preventif untuk
melindungi kepentingan masyarakat dan BMT secara umum baik untuk regional
maupun nasional. Disamping itu perlu di berlakukan pembekuan atau pencabu-
tanijin usaha bagi BMT yang tidak melakukan RAT selama tiga kali berturut-turut.
Praktek terindikasi fraud berupa penghimpunan dana masyarakat secara gencar
dilakukan oleh “pengurus BMT” yang tidak jelas perijinannya, tindakan preventif
agar kerugian masyarakat tidak meluas sulit dilakukan, karena tidak adanya me-
kanisme pengaturan untuk pengawas koperasi.

c) Pengaturan Prinsip Kehati-Hatian

Pada awalnya, BMT beroperasi dengan baik dan menjalankan fungsi intermedi-
asi keuangan dengan wajar kepada anggota melalui penyaluran dana dan peng-
himpunan dana. Seiring waktu, BMT mengalami kesulitan dan akhirnya berhen-
ti melalui pencabutan ijin usaha, yang disebabkan adanya kebijakan dan strategi
para pengurus yang tidak berpedoman pada prinsip kehati-hatian. Penyebab
utama BMT-BMT mengalami kesulitan usaha antara lain:

e Kecukupan Modal

Pertumbuhan aktiva produktif BMT akan berkorelasi dengan peningkatan risiko
BMT, sehingga diperlukan peningkatan atau pertumbuhan modal, sebagai cov-
er terhadap adanya peningkatan risiko tersebut.

e Sebaran portofolio pembiayaan (rata-rata pembiayaan).

Sebaran pembiayaan atau rata-rata nominal pembiayaan per anggota mengin-
dikasikan keterjangkauan (outreach) fungsi BMT dalam meningkatkan kese-
jahteraan masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini untuk mempertahankan
agar BMT tetap konsisten dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan
mikro syariah.
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e Batas maksimal pada investasi aktiva tetap.

Batas maksimal investasi pada aktiva tetap diperlukan untuk membatasi peng-
gunaan modal yang berlebihan pada aktiva tetap, serta mencegah adanya peng-
gunaan dana anggota/masyarakat untuk pembelian aktiva tetap tersebut.

e Pengelolaan risiko likuiditas.

Tidak adanya Lender of the Last Resort pada industri BMT mengharuskan mas-
ing-masing BMT meningkatkan kapasitasnya dalam mengelola likuiditasnya se-
cara lebih prudent, melalui penjagaan rasio keuangan yang sehat.

Adanya pengaturan prinsip kehati-hatian terhadap pengelolaan BMT akan men-
jadi panduan bagi pengawas dan pengurus dalam menjalankan operasional BMT
dengan kehati-hatian.

d)  Pengaturan Batas Minimum Plafon Pembiayaan Bagi Bank Umum

Melalui Undang-Undang No.20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan me-
nengah (UMKM) telah disusun kriteria dari masing-masing segmen usaha terse-
but, tujuannya agar terwujud struktur perekonomian nasional yang seimbang,
berkembang dan berkeadilan. Selain itu, kriteria tersebut disusun dalam rangka
meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan
kerja, pertumbuhan ekonomi, dan penanggulangan kemiskinan. Dalam Un-
dang-Undang tersebut, kriteria masing-masing segmen usaha telah diatur cuk-
up jelas dan pemerintah memberi kesempatan kepada koperasi simpan pinjam
dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah untuk meningkatkan akses
kepada usaha mikro dan kecil.

Namun yang terjadi saat ini, bank umum tanpa batasan dapat memasuki seluruh
segmen usaha mulai dari supermikro, mikro, kecil dan menengah (UMKM) hing-
ga usaha besar dan korporasi.

Sehingga terjadi tingkat persaingan pada pasar pembiayaan/kredit super mikro
dan mikro yang tergolong tinggi, para pelaku mulai dari para rentenir, pinjaman
online hingga bank umum. Persaingan pemberian pembiayaan super mikro an-
tara BMT dengan bank umum dirasakan tidak seimbang. Bank umum member-
ikan tingkat price lebih rendah karena didukung oleh sumber pendanaan DPK
murah yang mendapat penjaminan dari LPS, sementara tingkat price BMT lebih
tinggi karena harus mendapatkan pendanaan DPK (anggota) mahal yang tidak
mendapat penjaminan dari LPS dan pendanaan dari kreditur lembaga keuangan
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yang juga dengan tingkat price cukup tinggi. Sisi lain keunggulan pembiayaan
dari BMT adalah adanya unsur pembinaan terhadap para pengusaha super
mikro tersebut, seperti monitoring berkala harian atau mingguan, pemberian
plafon pembiayaan yang sesuai kebutuhan usaha secara tepat waktu dan dapat
meningkat secara bertahap, memiliki hubungan emosional antara BMT dengan
pelaku usaha super mikro dan adanya layanan “jemput bola” agar para anggota
dapat menabung secara harian untuk membayar angsuran pada saat jatuh tem-
po. Hasil survey beberapa BMT pada umumnya menunjukan rata-rata pelaku
usaha super mikro mengalami peningkatan plafon pembiayaannya secara ber-
tahap, seperti dari pedagang “lapak” pasar meningkat menjadi memiliki beber-
apa kios di pasar, hal ini mengindikasikan adanya peningkatkan kesejahteraan
dari pelaku usaha super mikro setelah mendapat pembiayaan dari BMT. Keung-
gulan-keunggulan yang dimiliki BMT harus mendapat perlindungan dari regula-
tor terkait terhadap persaingan yang tidak seimbang tersebut, utamanya adalah
perlindungan berupa pengaturan mengenai batas minimum pemberian plafon
pembiayaan bagi bank umum kepada pelaku usaha super mikro.

3) Pengembangan Sistem Pelaporan dan Sistem Informasi Nasabah Pem-
biayaan

Dalam rangka mendukung pengawasan BMT, diperlukan sistem Informasi pel-
aporan yang digunakan pengawas BMT dalam melakukan kegiatan analisis terh-
adap kondisi BMT, mempercepat diperolehnya informasi kondisi keuangan BMT
(termasuk Tingkat Kesehatan BMT), meningkatkan keamanan dan integritas
data serta informasi BMT.

Sistem informasi dikembangkan dalam rangka mendukung tugas pengawasan
BMT melalui informasi yang berkualitas, berdasarkan prinsip-prinsip sebagai
berikut:

1) Sistem Informasi menyediakan informasi bersifat konsolidasi atau gabungan
dan individual BMT, maupun informasi lain terkait lingkungan bisnis BMT.

2) Sistem Informasi mampu mengintegrasikan data-data yang saat ini tersebar
pada sistem yang berbeda-beda.

3) Penerapan sistem informasi melalui penerapan sistem pelaporan online,
yang memungkinkan BMT untuk menyampaikan laporan berkala secara online
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yang meliputi jenis laporan berkala, laporan nasabah/anggota pembiayaan dan
laporan lainnya.

4) Data laporan berkala BMT kemudian diolah untuk kepentingan pengawasan
maupun statistik sebagai bahan pendukung kebijakan pengembangan BMT.

5) Pengembangan Early Warning System (EWS) BMT dilakukan untuk menunjang
pemantauan kondisi BMT secara offsite, melengkapi penilaian tingkat kesehatan
yang dilakukan secara berkala. Di sisi lain, untuk menunjang pengawasan secara
onsite perlu dikembangkan too/ untuk membantu pengawas dalam melakukan
pemeriksaan BMT.

4) Penyediaan Sistem Informasi Debitur untuk BMT

Salah satu penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana (pem-
biayaan) pada lembaga keuangan adalah tersedia sarana sistem informasi deb-
itur (nasabah/anggota pembiayaan), ketersediaan database terkonsolidasi na-
sional data nasabah/anggota pembiayaan BMT secara yang lengkap dan akurat
sangat dibutuhkan dalam proses awal seleksi nasabah pembiayaan dan menjadi
indikasi terhadap kualitas pembiayaan nasabah. Tersedia sistem informasi deb-
itur merupakan salah satu faktor penting untuk mendorong industri BMT yang
berkelanjutan. Infrastruktur sistem informasi debitur akan menjadi bagian dari
sistem pelaporan BMT kepada regulator yang ditunjuk berdasarkan peraturan
terkait.
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VI. RANGKUMAN

STRATEGI

KEBER EANJUTAN
INSTITUSFKEUANGAN
MIKR O SYARIAH
DI'INDONES|I A

Dari indentifikasi masalah yang dihadapi BMT di Indonesia, untuk membangun
sustainabilitas BMT dilakukan penetapan quick win penguatan BMT, sebagai
berikut:

1. Mendorong asosiasi untuk bersama menyusun dan menyediakan materi so-
sialisasi dan pelatihan mengenai ekonomi dan keuangan syariah khususnya yang
berkaitan dengan BMT, tata cara pendirian BMT, manajamen terapan BMT, ker-
tas kerja dan pelaporan administrasi dan akuntansi sederhana BMT, serta prak-
tek kerja/studi banding di BMT Model.

2. Mendorong asosiasi untuk bersama menyusun standarisasi operasional BMT
yang praktis dan sederhana namun memadai dengan tidak mengorbankan
fleksibilitas pelayanan dan menjaga misi orisinilnya dalam menjalankan fungsi
sosial.
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3. Mengadakan Training of Trainer (TOT) mengenai sistem keuangan Islam
dan Manajemen Terapan BMT melalui kerjasama Dewan Kemakmuran Mas-
jid (DKM), Kampus dan sekolah menengah dengan MUI, Bank Umum Syariah
BUMN, Kemenkop dan OJK.

4. Melakukan sosialisasi mengenai keuangan syariah dan praktek BMT khusus-
nya dilingkungan perkantoran (terutama pada Kantor Kementrian, BUMN, Pem-
da) yang belum memiliki BMT atau KSPPS, sebagai alternatif karyawan untuk
melakukan transaksi keuangan secara prinsip syariah serta meningkatkan pem-
berdayaan fungsi Islamic Social Finance (ZISWAF) di perkantoran.

5. Mendorong asosiasi dan BMT-BMT untuk dapat melaksanakan fungsi dan
misi baik itu pengembangan ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan dakwah.
Salah satunya menyediakan panduan yang dapat dikembangkan lebih lanjut
menjadi tingkat kesehatan BMT yang mencakup triple bottom line.

6. Melakukan sosialisasi dan pelatihan sistem ekonomi dan keuangan syariah
kepada generasi muda dilingkungan Masjid, Kampus, pesantren dan Sekolah
Menengah guna meningkatkan kesadaran umat membangun ekonomi dan kes-
adaran sosial dilingkungannya melalui koperasi syariah atau BMT.

7. Menyediakan “One Stop Service” atau pelayanan satu pintu di Kemenkop dan
Dinas Koperasi Kabupaten/Kota untuk pendirian dan konsultasi seputar KSPPS
atau BMT khususnya untuk pendirian BMT di Perkantoran, Lingkungan Masjid,
pesantren dan Sekolah.

8. Menyediakan aplikasi sederhana berbasis teknologi melalui kerjasama den-
gan provider IT dan Bank Umum Syariah BUMN agar dapat dimanfaatkan oleh
anggota BMT untuk bertransaksi, antara lain penjualan pulsa HP dan Listrik,
BPJS, transfer uang dan transaksi keuangan lainnya.

9. Mendorong asosiasi untuk memfasilitasi kolaborasi saling-menguntungkan
dengan Perusahaan Fintech Syariah, dengan model ekosistem terbuka terbatas
dan/atau membangun fintech-mikro bersama ditingkat asosiasi dengan model
ekosistem tertutup privat.
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10. Mengembangkan system pelaporan keuangan yang bisa diterapkan oleh
BMT serta dapat dimanfaatkan oleh otoritas untuk fungsi pengawasan dan early
warning system.

11. Mengadakan koordinasi lintas otoritas dan asosiasi BMT secara terstruktur
dan berkala antara lain untuk membentuk standar sistem pengawasan dan pel-
aporan, program peningkatkan kualitas SDM yang berkesinambungan, pemben-
tukan APEX BMT dan pembentukan lembaga penjaminan simpanan BMT.

12. Mengembangkan sistem tingkat kesehatan BMT metode self assessment
yang mencakup evaluasi tingkat efisiensi keuangan dan social performance man-
agement yang dapat digunakan otoritas dalam menilai tingkat kesehatan BMT.

13. Membentuk lembaga atau wadah ad hoc dalam rangka menjalankan pro-
gram sertifikasi dan kualifikasi pengelola BMT, yang juga menjadi rujukan otori-
tas dalam pemberian ijin usaha atau pemberian tingkat kesehatan BMT.

Dari indentifikasi masalah yang dihadapi BMT di Indonesia, untuk membangun
sustainabilitas BMT dilakukan langkah langkah strategis penguatan BMT, sebagai
berikut:

A. Kelembagaan
1. Gerakan Pemberdayaan BMT

» Kick Off oleh Presiden atau Wakil Presiden untuk Pencanangan Gerakan Pem-
berdayaan Ekonomi Masyarakat melalui BMT

» Penyediaan “One Stop Service” atau pelayanan satu pintu di Kemenkop dan
Dinas Koperasi Kabupaten/Kota untuk pendirian dan konsultasi seputar KSPPS
atau BMT khususnya untuk pendirian BMT di Perkantoran, Lingkungan Masjid,
pesantren dan Sekolah.
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2. Sertifikasi Kualifikasi Pengelola

» Membentuk lembaga atau wadah ad hoc independen dalam rangka menga-
dakan dan menjalankan program sertifikasi kualifikasi pengelola BMT, yang juga
menjadi rujukan otoritas dalam pemberian ijin usaha, tingkat kesehatan dan fit
& proper pengurus dan pengawas BMT.

» Mengkaitkan jenjang sertifikasi kualifikasi dengan ijin pendirian, peningkatan
status, pembukaan KC dan fit & proper pengelola dan pengurus.

3. Peningkatan Kompetensi SDI

Menyusun peta (mapping) program/modul pelatihan berjenjang yang berbasis
atau mengacu kepada kerangka sertifikasi dan kualifikasi pengelolaan BMT.

» Menetapkan sarana/prasarana/tempat/ lokasi pusat-pusat pelatihan dan
pengembangan BMT disetiap kabupaten/ kota.

» Mengadakan program training/workshop reguler sesuai modul berjenjang
sertifikasi.

» Tersedia BMT Role Model untuk praktek kerja dan studi banding.

» Asosiasi memberikan/mengadakan konsultasi, pendampingan usaha dan ad-
vokasi.

» Pelatihan penguatan manajemen BMT tentang manajemen resiko, struktur
koperasi, pencegahan side streaming pada BMT dan juga integritas pengelola
untuk meminimalisir fraud.

4. Pengembangan Fungsi Sosial dan Dakwah
» Peningkatan Komitmen Orientasi Sosial Pengurus antara lain dengan adan-

ya program/ketentuan entry-exit yang mendorong pengurus untuk menjaga
komitmen pada penanggulangan kemiskinan.
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» Penerapan social performance management secara efektif dengan mengap-
likasikan misi lembaga ke dalam praktek keseharian yang sesuai dangan nilai-
nilai Islam dan sosial masyarakat.

» Parameter kesehatan BMT yang dikaitkan dengan pembiayaan/penyaluran
dana sosial bagi masyarakat dhuafa (kinerja sosial vs kinerja keuangan).

» Pendampingan yang efektif bagi anggota untuk menghindari default.

» Memberikan insentif pembiayaan pada masyarakat yang lebih miskin (mar-
ginal poor, poor, poorest of the poor) dan memperbanyak alternatif pembiayaan
ultra mikro.

» Melakukan program-program pemberdayaan anggota dan masyarakat yang
dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas (intermediasi sosial) sehingga

siap untuk mendapatkan pembiayaan.

» Pembinaan Agama dan pengajian rutin bagi anggota dan staff BMT,
termasuk didalam nya dakwah untuk anggota dan masyarakat umum.

» Pembentukan pribadi dan keluarga Muslim ideal melalui program-program
sosio-religius yang terencana dan terukur.

B.  Operasional
1. Pengembangan Jenis Kegiatan usaha

» Pengembangan dan inovasi produk dan layanan yang berkaitan dengan peng-
himpunan dana yang lebih fleksibel dan didukung oleh regulasi.

» Pengembangan dan inovasi produk dan layanan yang berbasis pada teknologi
keuangan dan didukung oleh regulasi.

» Pengembangan usaha koperasi berbasis pada core bisnis anggota koperasi
atau yang terkaitnya dan didukung oleh regulasi.

2. Pengembangan Pedoman Standar Operasional dan Sistem Pengendalian
Internal
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» Menyusun pedoman standar operasional BMT yang praktis dan sederhana
namun memadai dengan tidak mengorbankan fleksibilitas pelayanan dan men-
jaga misi orisinilnya dalam menjalankan fungsi.

» Menyusun pedoman standar sistem pengendalian internal dan mekanisme
pengawasan yang efektif, praktis dan sederhana.

» Menyusun pedoman standar sistem akuntansi dan pelaporan yang praktis
dan sederhana.

3. Pengembangan Sistem Tingkat Kesehatan

» Menyusun sistem penilaian tingkat kesehatan BMT metode self assessment
yang lebih terstruktur, komprehensif, signifikasi dan sederhana perhitungannya.

» Menyusun ketentuan yang mengkaitkan hasil penilaian tingkat kesehatan
BMT untuk kelayakan BMT dalam menyalurkan dana bergulir pemerintah, pen-
jaminan simpanan, ijin pembukaan cabang dan status koperasi.

C. Keuangan

1. Pengembangan Kriteria Permodalan

» Pengembangan komponen permodalan yang merupakan komponen untuk
menanggung risiko kerugian dan sebagai parameter kecukupan koperasi untuk

melakukan ekspansi usaha.

» Metode pengakuan Dana Wakaf tunai sebagai komponen permodalan den-
gan tidak menghilangkan prinsip syariah dari Wakaf itu sendiri.

2. Pengembangan Akses Pendanaan/Permodalan
» Membuat program inklusi keuangan melalui BMT dalam bentuk penyaluran

dana komersial maupun sosial dari program pemerintah pusat dan daerah kepa-
da masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin.
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» Membuat program linkage dengan Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha
Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), perusahaan fintech
syariah.

A. Pembentukan Apex

1. Formalisasi peran LPDB atau PT. PNM sebagai lembaga APEX utama dari
keuangan mikro syariah yang dapat menjalan fungsi sebagai Lender of Last Re-
sort, Inter-BMT Islamic Money Market, agen transaksi keuangan, penyaluran
dana CSR kepada BMT yang Sehat dan lainnya.

2. Menyusun ketentuan dan pedoman operasional APEX BMT berikut jaringan
kerjanya.

B. Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan

1. Membentuk tim gabungan lintas instansi dan asosiasi dalam rangka koordi-
nasi dan persiapan penerapan penjaminan simpanan masyarakat kepada BMT.

2. Merealisasi UU No.1 tahun 2013 mengenai amanah untuk pembentukan
lembaga penjaminan simpanan masyarakat untuk BMT.

C. Pengembangan Sistem Teknologi Informasi

1. Mendorong asosiasi untuk memfasilitasi kolaborasi saling-menguntungkan
dengan Perusahaan Fintech Syariah, dengan model ekosistem terbuka terbatas
dan/atau membangun fintech-mikro Bersama ditingkat asosiasi dengan model
ekosistem tertutup privat.

2. Menyediakan aplikasi sederhana berbasis teknologi melalui kerjasama den-
gan provider IT dan Bank Umum Syariah BUMN agar dapat dimanfaatkan oleh
anggota BMT untuk bertransaksi, antara lain penjualan pulsa HP dan Listrik,
BPJS, transfer uang dan transaksi keuangan lainnya.

3. Membangun/mengembangkan platform fintech Mikro BMT utamanya se-
bagai solusi masalah terkait funding, mismatch likuiditas dan alternatif pene-
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mpatan dana, serta termasuk untuk meningkatkan efektifitas keuangan sosial
Islam (Islamic Social Finance) .

4. Rantai Informasi Pasar Halal Industri (sektor riil), untuk mendukung pem-
biayaan syariah oleh BMT. Berupa Pusat informasi sektor riil hulu -hilir yang
dapat dimanfaatkan baik pada sisi pendanaan maupun pembiayaan untuk mem-
fasilitasi dan mendorong industri halal nasional, khususnya yang berada di ting-
kat Usaha Mikro-Kecil.

D. Pengkoordinasian Program Literasi Keuangan Syariah

1. Mendorong asosiasi untuk bersama menyusun dan menyediakan materi so-
sialisasi dan pelatihan mengenai ekonomi dan keuangan syariah khususnya yang
berkaitan dengan BMT, tata cara pendirian BMT, manajamen terapan BMT, ker-
tas kerja dan pelaporan administrasi dan akuntansi sederhana BMT, serta prak-
tek kerja/studi banding di BMT Model.

2. Mengadakan Trining of Trainier (TOT) bebas biaya untuk sistem keuangan
Islam dan Manajemen Terapan BMT. melalui kerjasama Dewan Kemakmuran
Masjid (DKM), Kampus dan sekolah menengah dengan MUI, Bank Umum Syari-
ah BUMN, Kemenkop dan OJK.

3. Mensosialisasi pengelolaan keuangangan Sosial Islam dan Pendirian serta
praktek BMT khususnya dilingkungan perkantoran (Kementrian, BUMN, Pemda)
yang belum memiliki BMT atau KSPPS.

4. Mensosialisasi dan pelatihan sistem ekonomi dan keuangan syariah kepada
generasi muda dilingkungan Masjid, Kampus, pesantren dan Sekolah Menengah
guna meningkatkan kesadaran umat membangun ekonomi dan kesadaran sosial
dilingkungannya melalui koperasi syariah atau BMT.

5. Program pelatihan yang terhubung dengan lembaga pendidikan formal, sep-
erti Mata kuliah konsentrasi, mata pelajaran, program studi atau jurusan di per-
guruan tinggi dan sekolah menengah kejuruan.

6. Menyediakan materi literasi pada media sosialisasi, membangun jaringan
media sosial dari para penggiat BMT.
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A. Pengembangan Sistem Pengawasan

1. Mengembangkan system pengawasan dan pembinaan BMT yang sederha-
na yang dapat diterapkan oleh BMT untuk tujuan : memastikan kondisi kinerja
BMT, kepatuhan terhadap ketentuan berlaku, pemenuhan kewajiban kepada
nasabah, memantau akuntabilitas koperasi.

2. Pengembagan sistem Self-regulations & Supervisions yang tidak kaku dan
ketat, mengingat konsep keanggotaan yang dianut BMT membutuhkan konsep
pengaturan dan pengawasan yang minimalis.

3. Pendelegasian supervisi LKMS/BMT/ KSPPS kepada Asosiasi atau instansi
yang kompeten lainnya.

B. Pengembangan Sistem Pelaporan

1. Mengembangkan system pelaporan keuangan sederhana yang dapt diterap-
kan oleh BMT serta dapat dimanfaatkan oleh otoritas untuk fungsi pengawasan
dan early warning system.

2. Membangun infrastruktur dan sarana untuk sistem pelaporan dan penga-
wasan BMT.

3. Mengembangkan sistem dan infrastruktur informasi debitur untuk BMT yang
terkonsolidasi secara nasional dan akurat, guna membantu proses seleksi nasa-
bah pembiayaan BMT.

C. Regulasi

1. Harmonisasi kebijakan dan peraturan yang terkait dengan keuangan mikro
syariah.

2. Menerbitkan ketentuan mengenai Pengaturan prinsip kehati-hatian untuk
BMT, yang mencakup : Kecukupan Modal, sebaran portofolio pembiayaan (risiko
konsentrasi), Batas Maksimal investasi pada aktiva tetap dan pengelolaan likuid-
itas.
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VIl PENUT UP

Pendirian dan pengembangan BMT tidak serta merta ditumbuhkan terbatas ha-
nya oleh pertimbangan ekonomis. Ada semangat lain yang mendasari seluruh
aktivitas BMT dengan nilai-nilai Islam, sesuai dengan penyebutan diri yang ber-
nafas Islami. Sebagian BMT lahir dan berkembang dari komunitas keislaman,
seperti jamaah masjid, jamaah pengajian, pesantren organisasi kemasyarakatan
Islam, dan sejenisnya.

Keberadaan BMT sangat dirasakan oleh masyarakat karena ada kelebihan dari
BMT itu sendiri. Kelebihan BMT adalah beroperasi dekat dengan lokasi usaha
nasabah dan secara aktif menjalin komunikasi dengan nasabah maupun calon
nasabah. Hal ini didukung dengan kepedulian sosial yang tinggi yang dimiliki
BMT menyebabkan mudah diterima di masyarakat kelompok ekonomi bawah.
Kemudahan prosedur dan jangkauan layanan BMT, menjadikan BMT sebagai
alternative pembiayaan bagi pengusaha mikro. Meskipun demikian banyak hal
yang masih harus dibenahi dari BMT karena adanya kelemahan yang dimiliki be-
rupa keterbatasan kemampuan sumber daya insani, permodalan yang terbatas,
kurangnya sosialisasi BMT dan kekurangan bimbingan dari otoritas pengawas.

BMT adalah sebuah lembaga keuangan mikro yang menjalankan bisnis untuk
menghasilkan profit dan sebagai lembaga sosial dalam mengelola dana zakat,
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infag, sedekah, dan wakaf. Kedua aktivitas ini memerlukan pemisahan adminis-
trasi mulai dari pencatatan hingga pelaporan. Aktivitas bisnis, sosial dan dakwah
memerlukan pertanggungjawaban untuk meningkatkan kepercayaan publik ter-
hadap BMT.
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